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RINGKASAN 

Rezania Rizky L.N, 2012, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MP) di bidang Simpan Pinjam 
Perempuan (Studi Pada KecamatanUdanawu Kabupaten Blitar).  Komisi 
Pembimbing : (1) Drs. Abdullah Said, M.Si (2) Drs.Romula Adiono, MAP 
 

PNPM-MP di bidang Simpan Pinjam Perempuan merupakan kebijakan 
Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan 
menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. 
Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat 
agar mampu mengatasi permasalahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari 
Iingkaran kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha membuat 
masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka 
mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan . 

Laporan penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis  
pelaksanaan PNPM-MP di bidang simpan pinjam perempuan di Kecamatan 
Udanawu Kabupaten Blitar.  Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan 
bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini, pertama 
mekanisme pelaksanaan PNPM-MP SPP meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kegiatan PNPM-MP di bidang 
Simpan Pinjam Perempuan; kedua, Dampak PNPM-MP di bidang simpan pinjam 
perempuan meliputi Pengembangan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat; 
ketiga,Faktor pendukung dan penghambat PNPM-MP di bidang simpan pinjam 
perempuan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan PNPM-MP SPP 
telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari perencanaan 
sampai pada pelestarian dan pengembangan kegiatan, dalam observasi di lapangan 
sudah terlaksana dengan baik. Dampak dari program PNPM-MP SPP pada 
kesejahteraan masyarakat dilihat dari pengembangan usaha dan peningkatan 
pendapatan, hasil yang ditemukan walaupun program ini bagus namun pemberian 
modal yang diberikan kurang merubah derajat hidup masyarakat karena walaupun 
modal telah diberikan namun tidak disertai pengetahuan tentang kewirausahaan 
sehingga masih banyak yang buta manajemen. Faktor penghambat dan pendorong 
yang muncul antara lain Partisipasi aktor ,Pinjaman tidak memerlukan jaminan, 
Respon masyarakat yang cukup baik sedangkan Faktor Penghambat Sumber daya 
manusia, Penyaluran dana pinjaman yang tidak tepat sasaran, Keterlambatan 
Pengembalian dana pinjaman 
  Berdasarkan pemaparan diatas dipahami bahwa pelaksanaan PNPM-MP 
SPP di kecamatan udanawu kabupaten blitar, mekanismenya telah dilaksanakan 
sesuai dengan prosedur yang ada oleh para pengurus UPK, sedangkan untuk hasil 
dari program ini belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah kemiskinan yang 
ada di kecamatan udanawu, karenanya perlu pelatihan pada penerima dana agar 
mengerti tentang kewirausahaan, pengurus kelompok agar lebih menyeleksi calon 
penerima modal agar tepat sasaran, kendala yang muncul diatasi dengan lebih 
menumbuhkan komitmen pengurus agar dapat total dalam menjalankan PNPM-
MP SPP. 
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ABSTRACT 

Rezania Rizky L.N, 2012, The National Program of Empowering the Self 
Reliance Rural Society (PNPM-MP) Especially in Woman Loan and Saving 
Field. (Research in Udanawu Subdistrict, Blitar Regency).  Committee of 
Supervisors: (1) Drs. Abdullah Said, M.Si (2) Drs.Romula Adiono, MAP 
 

The National Program of Empowering the Self Reliance Rural Society 
(PNPM-MP) Especially in Woman Loan and Saving Field is government policy 
which is purposely in decreasing poverty that focus on the empowerment of the 
society for its operational approach. The empowerment itself is aimed to repair 
the social condition of the society; so that they can solve their problems and go 
beyond the poverty circle. Furthermore, this is an effort through the learning 
process which has objective of making the society to have their own control to 
manage and responsible toward the development program.  

The report of this research intends to describe and analyze the realization 
of PNPM-MP particularly over the Woman Loan and Saving in Udanawu 
Subdistrict. Therefore, the descriptive research method along with the qualitative 
approach was used to compose the research.  There are three topics that have been 
highlighted as the focus of this research.  Firstly, it was done to know the 
mechanism of PNPM-MP SPP through its planning, realization, management, 
continuance and development of the woman loan and saving. Secondly, the 
research also tends to find the impact of the woman loan and saving in the 
business development and the increasing of people’s income. Lastly, identifying 
the supported and obstructed factors of the PNPM-MP particularly in the woman 
loan and saving.   
  The result shows that the realization PNPM-MP SPP is compatible with 
the prevailed regulation since in fact it displays a very good mechanism in the 
planning, continuance and program development. The result of this program in the 
society prosperity, as it is portrayed from the business development and the 
increasing income, is good. Unfortunately, the given capital is insufficient to 
change the economic condition of the people. It is because they are lacking of the 
knowledge about entrepreneurship or it can be said that many of them are illiterate 
in management. The supported factors that can be found are: there is an active 
participation of the people in PNPM-MP SPP, no collateral is needed for the loan, 
and good response of the society over PNPM-MP SPP; meanwhile the obstructed 
factors are: the lacking  of Human Resource, the inefficient of loan distribution, 
the overdue in paying back the loan.  Based on the explanation above, it can be 
recognized that the realization of PNPM-MP SPP in Udanawu Subdistrict, that 
has been done by member of Management Operational Unit is compatible with 
the procedure. Meanwhile the result displays that this program is not yet solving 
the poverty problem in the related subdistrict. Therefore, it is suggested that there 
should be training for fund receivers so that they will have knowledge about 
entrepreneurship. Moreover, the group committee has to be more selective to 
choose the fund receiver based on the fund efficiency.  The last and for the 
obstruction, it can be solved by establishing a commitment among the member of 
the board management so they can show their total work in realizing the PNPM-
MP SPP program. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara 

dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembenahan bangsa. 

(Siagian,2003:4), pembangunan merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan 

oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya disetiap 

negara yang sedang mengalami pembangunan memiliki sistem perencanaan 

sendiri. Sistem ini dibuat dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu beberapa tahun 

belakangan ini Indonesia sedang gencarnya melakukan berbagai macam 

pembangunan nasional. 

 Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia 

dan masyarakat indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan 

kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi serta memperhatikan tantangan global. Meskipun pembangunan telah 

dilaksanakan namun masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi 

masalah yang tidak terselesaikan. Masalah kemiskinan belakangan ini bukan saja 

menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana 

setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas 
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apakah itu negara maju  maupun sedang berkembang. Sharp, et al dalam kuncoro 

(2003:121) Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi saja, 

di belakangnya  kemiskinan mengikuti pula kerumunan persoalan yang bersifat 

multidimensial.  

Penyebab suatu masyarakat menjadi miskin selain karena faktor budaya, 

sosial dan etos kerja, juga dengan munculnya kebijakan yang terletak pada sistem 

ekonomi, politik dan sosial-psikologis yang tidak berpihak pada rakyat miskin. 

Akibatnya golongan rakyat miskin tidak memiliki akses yang memadai untuk 

menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik. Mereka terpaksa hidup dibawah 

standar, baik itu dari aspek ekonomi, pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, dan 

politik yang menyebabkan rakyat miskin tidak memiliki posisi tawar yang kuat di 

tingkat kebijakan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks 

dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset 

produksi untuk melangsungkan kehidupan. Kemiskinan atau lebih tepatnya 

disebut perangkap kemiskinan (deprivation trap) selain berkaitan dengan 

ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga 

menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.  

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan survey Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2007 terdapat 37,16 juta orang (16,58 

persen), tahun 2008 terdapat 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan 

dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 

persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Kemudian pada 

tahun 2010 terdapat 31,02 juta orang (13,33 persen). Sedangkan Pemerintah 
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provinsi Jawa timur dari hasil laporan pertanggung jawaban gubernur dihadapan 

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa timur, menyatakan bahwa 

penduduk miskin di Jawa timur meningkat menjadi 20,34% (7,1 Juta jiwa). 

Berdasarkan analisis kemiskinan BPS kemiskinan 19,89% pada tahun 2006. Persentase 

penduduk miskin menunjukkan kecenderungan terus menurun, pada tahun 2007 menjadi 

18,89%, dan pada tahun 2008 kembali menurun menjadi 18,51%. Pada tahun 2009 turun 

lagi menjadi 16,68% (6.022.590 jiwa), dan pada tahun 2010 kembali turun menjadi 

15,26% (5.529.000 jiwa), lalu bulan Maret 2011 sebanyak 5,356 juta (14,23 persen) . 

Demikian juga yang dialami Kota Blitar. Tahun 2009 jumlah penduduk miskin 

Kota Blitar 16.620 orang atau 13, 4 % dari jumlah penduduk. Walaupun 

berdasarkan data BPS tahun 2010 jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTM ) Kota 

Blitar mengalami penurunan hingga 7,8 %. (www.bps.go.id) 

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi 

kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat dimana strategi ini memiliki 

tujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan termasuk dalam  menanggulangi kemiskinan yang mereka 

alami sendiri. Masyarakat miskin dilihat sebagai suatu subyek bukan sebagai 

obyek. Pemberdayaan penduduk miskin ini ditandai dengan tersedianya 

kesempatan kerja yang diciptakan sendri oleh penduduk miskin secara kolektif, 

yang kemudian dapat memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban 

konsumsi, serta meningkatkan nilai tambah/ aset keluarga miskin. Tujuan dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih 

mandiri.  
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Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, 

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat 

adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan 

untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat 

demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif, konatif, 

psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh 

lingkungan internal masyarakat tersebut.  

Berkenaan dengan alasan diatas maka dapat dikembangkan beberapa 

model penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. 

Dan karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka 

memberantas kemiskinan, dan salah satu upaya pemerintah tersebut adalah 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).  Yang 

memiliki tujuan untuk meningkatkan keefektifan penanggulangan kemiskinan dan 

penciptaan lapangan kerja. Program nasional pemberdayaan masyarakat(PNPM) 

Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri perkotaan, PNPM 

Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program PNPM Mandiri adalah 

upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses 

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama 

masyarakat miskin agar dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan 

sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. 



5 
 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan merupakan salah satu mekanisme 

program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di 

wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya 

mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah 

dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh 

Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program 

pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan 

masyarakat terbesar di tanah air.  

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi 

masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini 

menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, 

pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) 

kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan 

sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah 

penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak 

terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses 

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana 

sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan 

dan pelestariannya.(www.wikipedia.com). 
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Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu landasan 

idiil Pancasila, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta landasan 

khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disusun kemudian. 

Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, 

perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah 

sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 

Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.(www.wikipedia.com).  

Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling 

miskin di Indonesia, salah satunya adalah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar  

yang termasuk daerah binaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri (PNPM Mandiri). Kecamatan Udanawu merupakan daerah dengan 

mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang mempunyai kebutuhan 

hidup. Akan tetapi lahan pertanian pada desa tersebut tidak begitu memberikan 

hasil sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka banyak diantara penduduk yang beralih profesi 

menjadi pedagang dan wiraswasta. Terlepas dari permasalahan lahan, profesi 

pedagang atau wiraswasta justru menyudutkan masyarakat dengan permasalahan 

modal.  
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Ada sebuah program dari PNPM Mandiri perdesaan yang berkaitan 

dengan pinjam meminjam modal khusus bagi kaum perempuan, yang dinamakan 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 

(SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan 

yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan  Secara umum kegiatan ini 

bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, 

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan 

pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan 

serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan 

kerja. Sedangkan Tujuan Khususnya yaitu Mempercepat proses pemenuhan 

kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum 

perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal 

usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.  

Dalam SPP ini harus dibentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 

5-10 orang. Masing-masing anggota diperkenankan meminjam dana mulai dari Rp 

1.000.000- Rp 3.000.000 dengan bunga 1,5% dalam jangka waktu sepuluh bulan. 

Sistem pengembalian yang diberlakukan oleh UPK kecamatan tersebut tidak 

memberatkan anggota SPP . Pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan juga tidak 

memberlakukan potongan administrasi hanya dengan bermodal kepercayaan 

terhadap masyarakat yang mau mandiri yang menjadi kunci utama keberhasilan 

program PNPM Mandiri Perdesaan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. 
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 Kaum perempuan yang ada di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 

banyak yang melakukan pekerjaan sampingan yaitu berdagang untuk membantu 

perekonomian keluarga, dengan suku bunga yang rendah, diharapkan program 

simpan pinjam perempuan dapat membantu masyarakat terutama kaum 

perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian 

negara, selain itu pada program sebelumnya yaitu PPK (Program pengembangan 

Kecamatan) program SPP ini juga pernah ada namun pelaksanaanya tidak berjalan 

mulus dan terjadi banyak kasus, sehingga dilakukan black list terhadap kecamatan 

udanawu, setelah mendapatkan sanksi selama beberapa waktu terhadap 

Kecamatan Udanawu dengan tidak boleh menjalankan program tersebut, akhirnya 

pada tahun 2010 Kecamatan Udanawu kembali diberi kepercayaan melalui 

PNPM-MP yang didalamnya terdapat Program Simpan Pinjam Perempuan ini. 

 Daya tarik dalam program ini adalah adanya sistem tanggung-renteng 

apabila terjadi wanprestasi, tanggung renteng yaitu apabila salah satu anggota 

kelompok belum mampu mengembalikan uang pinjaman setelah jatuh tempo 

maka anggota lain yang masih dalam kelompok tersebut juga harus ikut 

bertanggung jawab untuk membantu, selain itu pinjaman tersebut hanya 

dikhususkan kepada kaum perempuan saja. Namun dalam prakteknya tidak selalu 

berjalan mulus dalam setiap pengeluaran dari suatu program, terlebih lagi yang 

berhubungan dengan uang. PNPM-MP SPP banyak mengalami hambatan dan 

kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau peminjam antara 

lain : 
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1. Pengembalian telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam 

musyawarah. 

2. Nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang. 

Mencermati persoalan diatas maka peneliti mengambil judul “Pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-

MP) di Bidang Simpan Pinjam Perempuan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urutan permasalahan latar belakang diatas maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Mekanisme pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) di bidang simpan pinjam perempuan 

(SPP) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimanakah dampak adanya Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) di bidang Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP)  dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar? 

3. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) di bidang Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Simpan-Pinjam 

Perempuan (PNPM-MP SPP) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan antara Program 

Simpan Pinjam Perempuan dengan kesejahteraan kaum perempuan di 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan 

pendorong dalam program simpan pinjam perempuan di Kecamatan 

Udanawu kabupaten Blitar. 

 

D.  Manfaat  Penelitian 

 Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari 

apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian 

tersebut yaitu: 

1. Manfaat akademis 

a. Merupakan cara bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori 

yang didapat dari perkuliahan untuk memecahkan masalah-masalah 

konkrit yang ada di masyarakat serta menambah pengetahuan baik 

teori maupun praktek di bidang Administrasi Publik terutama yang 
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berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan 

kesejahteraan penduduk miskin. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang melakukan 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan 

 pertimbangan bagi pelaku pembangunan ekonomi masyarakat 

 khususnya bagi Kecamatan Udanawu dan semua Kecamatan di 

Kabupaten Blitar. 

b. Bagi peneliti, sebagai sarana pelatihan di dunia kerja. 

 

E.   Sistematika Pembahasan 

 Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang 

semuanya merupakan satu kesatuan, antara lain :  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini  menguraikan latar belakang penelitian yang 

mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, 

perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan 

akan dicari jawabannya, tujuan diadakan penelitian yang 

menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, 

manfaat penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil 

penelitian secara spesifik. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar teori yang 

berhubungan dengan tema penelitian. Dalam hal ini mengenai 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan khususnya dalam bidang simpan pinjam perempuan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipergunakan antara 

lain : jenis penelitian, fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi 

perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang 

terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, 

instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan 

dalam menggali dan menganalisa data. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang 

ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga akan tentang gambaran 

umum Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dalam bab ini juga 

dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian  berdasarkan 

teori-teori yang berhubungan dengan yang diteliti. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari analisa data dan interpretasi data 

yang diperoleh dari bab sebelumnya disertai dengan saran-saran 

oleh penulis sebagai masukan untuk instansi terkait dalam 

pelaksaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan khususnya dalam simpan pinjam perempuan di 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Administrasi Publik 

 Banyak para ahli yang memberikan definisi pada Administrasi publik di 

antaranya sebagai berikut: Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus 

dalam Kencana Syafiie (2006:23) antara lain sebagai berikut: 

a. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah 
yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 

b. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha 
perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 

c. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang 
bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak 
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha 
sejumlah orang.  

 
Adapula pendapat administrasi publik menurut Keban (2008:4-5) 

antara lain adalah sebagai berikut: 

 Kemudian istilah administration for public menunjukkan suatu konteks 

yang lebih maju, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi 

pemberian pelayanan publik (service provider). Dalam konteks ini diasumsikan 

bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yan dibutuhkan 

masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik 

kepada masyarakat. meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama 

kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik. 
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 Selanjutnya, istilah administration by public merupakan suatu konsep yang 

sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan 

kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan 

untukitu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada 

“empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu 

mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada 

pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, 

mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, 

sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat 

memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis. 

B. Administrasi pembangunan 

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi 

negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses 

pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian 

tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang 

dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan 

peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian:2005) 

 Selanjutnya siagian (2005) menyebutkan definisi dari administrasi 

pembangunan yaitu sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

barencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah 

menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Selain 

itu, Tjokroamidjojo dalam siagian (2005) menyebutkan bahwa administrasi 
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pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/ 

pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu 

keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek 

kehidupan bangsa. 

 Dari definisi diatas dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi 

pembangunan, yaitu: 1) Adanya suatu proses yang terus menerus 2) usaha yang 

dilakukan dengan perencanaan 3) orentasi pada perubahan yang signifikan dari 

keadaan yang sebelumnya 4) memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas 

mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan 5) memiliki 

tujuan utama untuk membina bangsa. 

C. Konsep Pembangunan 

 Pembangunan banyak dilaksanakan di negara-negara berkembang. Banyak 

pakar yang menyatakan bahwa di negara maju tidak terdapat istilah pembangunan 

dan hanya terjadi pada negara-negara berkembang. Pembangunan memiliki sifat 

yang multidimensional. Oleh karena itu banyak orang yang menginterpretasikan 

pembangunan dengan interpretasi yang berbeda-beda, ahli politik melihat 

pembangunan dari proses input, konversi, output dan umpan balik serta efek 

politik, pergolakan atau labilitas politik dan hubungan-hubungan kelembagaan 

struktur politik, baik supra struktur maupun infrastuktur politik serta hubungan 

politik antar negara.. 

Konsep pembangunan berkaitan erat dengan sistem nilai, gerakan, metode, 

strategi, dan indikator yang menjadi dominan pada setiap negara berkembang. 

Pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan 
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dari peningkata pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan 

produktivitas sumber daya ( Kartasasmita :2006). 

Secara estimologi, istilah pembangunan berasal dari kata Bangun. Kata 

bangun setidak-tidaknya mengandung 4 arti, yaitu: bangun dalam arti sadar (aspek 

fisiologik), dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), dalam arti bentuk 

(aspek otonomi), dan bangun dalam arti kata kerja membuat, mandiri atau 

membina (gabungan antara aspek fisiologik, perilaku, dan bentuk). 

(Suryono,2004:26). Sedangkan secara harfiah, ada beberapa definisi terkait 

dengan pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa pakar. Adapun devinisi 

tersebut antara lain: 

a. Menurut Inayatullah (1967), pembangunan merupakan perubahan menuju 
pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari 
nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat 
mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap 
tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control 
yang lebih terhadap diri mereka sendiri. 

b. Menurut Edy Priyanto (2007), pembangunan merupakan suatu proses 
perubahan yang dinamik ke arah keadilan sosial, ekonomi, dan politik 
yang lebih modern. Pembangunan adalah gejala sosial yang berdimensi 
banyak dan dapat di dekati dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah 

serangkaian usaha berencana yang dilakukan secara sadar untuk mencapai 

kehidupan masyarakat yang lebih baik di berbagai bidang baik politik, sosial, 

ekonomi, budaya, maupun keamanan yang dilakukan oleh segenap elemen yang 

ada baik bangsa, negara maupun pemerintah itu sendiri dalam rangka modernisasi 

dan pembinaan bangsa (nation building).  
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1. Pelaksanaan Program Pembangunan 

  Program adalah jenis rencana yang pada dasarnya sudah menggambarkan 

rencana kongkrit yang memuat tujuan, kebijakan, prosedur-prosedur, aturan-

aturan serta anggaran. Jadi program ini merupakan usaha untuk mengefektifkan 

rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang yang dikerjakan. 

  Dengan adanya suatu program pembangunan maka diharapkan berbagai 

macam persoalan pembangunan dan kemasyarakatan dapat teratasi. Dalam 

realitanya banyak persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga diperlukan 

program yang banyak pula, akan tetapi yang paling penting sekarang adalah 

program yang ada tersebut tepat dalam arti dapat mengatasi persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Zauhar (1993:1-3) Mengemukakan bahwa: 

     “Program disamping bersifat alokatif dan distributif, program juga bersifat 
inovatif dan multifungsi. Jadi program tersebut disamping bertujuan 
memecahkan masalah tertentu (Problem Soving) dimaksudkan juga agar 
memotifasi masyarakat agar dapat ditingkatkan karena mereka tertarik terhadap 
program yang direncanakan”. 

 
Lebih lanjut Zauhar (1993:2) mengemukakan bahwa suatu program pembangunan 

yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan. 
c. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten dan proyek-proyek yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan program tersebut. 
d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dengan 

keuntungan yang di harapkan dari program tersebut. 
e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha 

pembangunan tidak berdiri sendiri. 
f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan 

tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program 
tersebut. 
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  Didalam suatu program biasanya dikenal dengan adanya tahap implementasi 

dari suatu program yang telah direncanakan. Yang perlu diperhatikan dalam tahap 

ini adalah : 

1. Program yang akan dilaksanakan merupakan suatu program yang dibutuhkan 

keberadaannya oleh masyarakat. 

2. Program yang akan dilaksanakan harus memiliki manfaat bagi lingkungan 

sekitar. 

3. Program yang dilaksanakan layak untuk dikembangkan. 

4. Dalam suatu program, tahap pelaksanaan merupakan tahap yang sangat 

menentukan, hal ini dikarenakan pada tahap tersebut adalah dilaksanakannya 

berbagai kegiatan yang telah direncanakan sehingga nantinya dapat dinilai 

apakah program tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

D. Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan 

Istilah partisipasi berasal dari bahasa asing yang artinya mengikutsertakan 

pihak lain. Partisipasi merupakan salah satu cara untuk memotivasi yang 

mempunyai ciri khas dari pada yang lain. Hal ini disebabkan partisipasi lebih 

ditekankan pada segi psikologis daripada segi materi, artinya dengan jalan 

melibatkan seseorang di dalamnya, maka orang tersebut akan ikut bertanggung 

jawab. Menurut Allport (Sastropoetro, 1998 : 12), seseorang yang berpartisipasi 

sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada 

keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya juga 

berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. 

Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki 

tiga gagasan penting, yakni keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. 
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a. Keterlibatan mental dan emosional/inisiatif Pertama dan yang paling utama, 

partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional daripada hanya berupa 

aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya 

keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang 

berpartisipasi berarti terlibat egonya daripada hanya terlibat tugas. Sebagian 

manajer keliru memandang keterlibatan dalam pelaksanaan tugas sebagai 

partisipasi yang sesungguhnya. Mereka mengadakan pertemuan, meminta 

pendapat, dan sebagainya (Davis, 1995 : 179). 

b. Motivasi kontribusi Gagasan kedua yang penting dalam partisipasi adalah 

memotivasi orang-orang yang memberikan kontribusi. Mereka diberi 

kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, partisipasi berbeda dari 

“kesepakatan”. Partisipasi lebih dari sekadar upaya untuk memperoleh 

kesepakatan atas sesuatu yang telah diputuskan. Partisipasi sangat bernilai 

karena dapat meningkatkan motivasi dan membantu pegawai untuk memahami 

dan menjelaskan mereka mencapai tujuan. 

c. Tanggung jawab Gagasan ketiga adalah partisipasi mendorong orang-orang 

untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Ini juga 

merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri 

dalam organisasi dan mau mewujudkan keberhasilannya. Pada saat orang-

orang mau menerima tanggung jawab aktivitas kelompok, mereka melihat 

adanya peluang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, yaitu merasa 

bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Gagasan tentang upaya 
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menimbulkan kerja tim dalam kelompok ini merupakan langkah utama 

mengembangkan kelompok untuk menjadi unit kerja yang berhasil. Jika orang 

mau melakukan sesuatu, mereka akan menemukan cara melakukannya (Davis : 

1995 : 181). 

Proses kegiatan pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan 

manusia akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi 

aktif dari seluruh masyarakat, hal ini karena partisipasi masyarakat merupakan 

kunci pokok untuk keberhasilan suatu pembangunan. Maka dari itu seluruh warga 

masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk proses pelaksanaan kegiatan 

pembangunan tersebut.  

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka merupakan sumbangan 

yang penting bagi pembangunan nasional. Taliziduhu Ndraha mengemukakan 

bahwa: “ Keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dalam sejauh mana 

pertisipasi masyarakat desa yang bersangkutan telah berhasil dibina dan 

ditingkatkan disamping hasil-hasil fisik yang diharapkan dari padanya”(Nraha, 

1980,h. 10)  

Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah 

sebagai berikut : 

1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan 

 Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meliputi berbagai hal 

sebagaimana dikemukakan oleh Sumoharjo (1984, h.52) yaitu: 
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 “Keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha merealisasikan aspirasinya    
dengan jalan menyumbangkan pikirannya, inisiatif, dan kreativitasnya dalam 
bentuk usul, saran-saran dalam rapat resmi dan tidak resmi.” 

 
Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditumbuhkan. 

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan menumbuhkan 

kepercayaan pada diri sendiri terhadap apayang dibangun. Pada masyarakat harus 

ditanamkan sikap agar mampu menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan yang 

mereka butuhkan. 

2) Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dijelaskan oleh 

Sastroputro (1968, h.16) sebagai berikut : 

a) Sumbangan spontan dalam bentuk uang atau barang. 

b) Partisipasi dalam bentuk proyek-proyek berdikari yang dananya dari 

individu atau dermawan. 

c) Partisipasi dalam proyek berdikari yang dananya dari semua masyarakat. 

d) Sumbangan kerja atau tenaga. 

e) Aksi sosial. 

f) Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga sendiri. 

g) Partisipasi dalam bentuk proyek-proyek komuniti yang bersifat otonom. 

3) Partisipasi Masyarakat dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan. 

 Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan hasil-hasil 

pembangunan sebagaimana yang dikemukakan Syamsi (1986, h.59) antara lain 

meliputi : 
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1. Sikap warga negara terhadap hasil-hasil dari pembangunan. 

2. Usaha warga dalam memanfaatkan setiap hasil-hasil pembangunan. 

3. Setiap warga dalam menilai setiap hasil pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat atau tidak. 

Mengingat partisipasi masyarakat tumbuh apabila mereka telah dapat menikmati 

hasil atau memperoleh manfaat dari pembangunan yang dijalankan, maka dengan 

sendirinya tentu diperlukan usaha untuk melaksanakan pembangunan yang 

memberi manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan 

E.  Konsep Governance  

Menurut UNDP dalam sjamsuddin, S (2005), kelembagaan dalam 

governance meliputi tiga domain, yaitu Negara atau pemerintah (State), sector 

swasta dan masyarakat madani (civil society). 

a. Negara atau pemerintah (State) 

 Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan 

kenegaraan,tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dam 

kelembagaan masyarakat (civil society organization). Pengertian negara atau 

pemerintahan dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik 

dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab pemerintah adalah meliputi 

penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yang 

kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik level lokal,nasional,maupun 

internasional dan global.  
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 Diantara tugas terpenting negara (state) pada masa mendatang yang 

diciptakan oleh lingkungan politik adalah mewujudkan pembangunan manusia 

yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam 

mengintegrasikan sosial,ekonomi,dan perlindungan lingkungan, melindungi 

kerentanan dalam masyarakat,menciptakan komitmen politik mengenai 

restrukturisasi dan demokratisasi pemerintah,memperkuat financial dan kapasitas 

administrasi pemerintah lokal,kota dan metropolitan. Institusi pemerintah juga 

perlu memberdayakan rakyat (empowering the people). Mereka dikehendaki 

memberikan layanan: menyediakan kesempatan yang sama dan menjalin 

inklusifitas sosial,ekonomi dan politik. Pemberdayaan (empowering) hanya dapat 

terjadi dalam suatu lingkungan institusi yang kondusif yang terdiri dari sistem 

fungsi legislasi dan proses pemilihan yang tepat, legal, dan yudisial. 

b. Sektor swasta (private sector) 

Pelaku sector swasta mencangkup perusahaan swasta yang aktif dalam 

interaksi sistem pasar, seperti : industri pengolahan 

(manufacturing),perdagangan,perbankan,dan koperasi,termasuk juga kegiatan 

sector informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola kepemerintaha 

dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan 

produktivitas,penyerapan tenaga kerja,sumber penerimaan,investasi 

publik,pengembangan usaha,dan perumbuhan ekonomi. 
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c. Masyarakat madani (civil society) 

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada 

diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang 

mencangkup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi 

secara sosial , politik, dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat madani tersebut 

pula umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitas 

partisipasi masyarakat melalui mobilisasi. 

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable human 

development) bukan hanya bergantung pada Negara yang mampu memerintah 

dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan 

penghasilan,tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat madani  yang 

memfasilitasi interaksi sosial dan politik yang memobilisasi berbagai kelompok di 

dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Civil 

society tidak hanya melakukan “check and balances” tehadap kewenangan 

kekuasaan pemerintah (Government power) dan sektor swasta, tetapi juga 

memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain (state dan 

private). Civil society dapat membantu memonitor lingkungan. Penipisan sumber 

daya (resources depletions), polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi 

pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat dan menawarkan 

kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.  
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F.  Pemberdayaan 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996:214) istilah pemberdayaan 

berasal dari kata berdaya, yang berarti kekuatan, bertenaga untuk melakukan 

sesuatu. 

Suharto (2007) menyebutkan beberapa definisi yang diambil beberapa ahli, yaitu : 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 
yang lemah atau tidak beruntung. 

2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha mengalokasikan kembali kekuasaan 
melalui pengubahan struktur sosial. 

3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 
komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas 
kehidupannya. 

 Banyaknya definisi tentang pemberdayaan tersebut pada intinya 

menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Pemberdayaan 

sebagai suatu proses berarti serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan perdayaan 

sebagai tujuan berarti menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,ekonomi, maupun sosial seperti 

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Jadi pemberdayaan pada hakekatnya berada pada diri manusia itu sendiri, 

sedangkan faktor luar yang ada hanya dipergunakan sebagai stimulus, perangsang  

untuk memunculkan semangat, rasa dan juga dorongan pada diri manusia untuk 
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memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk 

mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya 

(Kartasasmita, 2000 :152). 

1. Pemberdayaan masyarakat 
 
 Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dkk (2000 : 4) 

mengandung tiga pengertian yaitu yang pertama pemihakan atau pemberian 

prioritas kepada yang paling memerlukan. Kedua, mempersiapkan pada 

masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan kemampuan 

level (Level playing field), dan yang ketiga adalah melindungi segenap perilaku 

pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang memiliki prioritas untuk 

diberdayakan. 

 Pemberdayaan masyarakat Secara lugas dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan 

kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk dapat 

memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka 

miliki. Pembangunan yang berorentasi pada masyarakat ini memberikan peluang 

kepada masyarakat yang bersangkutan untuk ikut serta dalam prosess 

pembangunan dengan kesempatan yang diberikan sama besar dan juga mereka 

dapat menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuan. Syarat 

dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang 

sama, juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk dapat ikut berperan serta. 



28 
 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, 

and sustainable” (Chambers, dalam Kartasasmita, 1996). Berangkat dari situ 

berarti bahwa anggapannya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi, 

memiliki daya untuk mengembangkan dirinya. Dengan demikian pada dasarnya 

manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. 

 Selanjutnya menurut Kartasasmita (2000:144 ) bahwa memberdayakan 

masyarakat mengandung arti : 

 “Adanya upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 
kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan diri 
sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Sehingga memberdayakan memiliki pengertian 
memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam rangka pemikiran 
tersebut, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama 
dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan 
bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, 
tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau 
demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan 
membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkannya”. 

 
Dari beberapa devinisi diatas maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa 

pengertian dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi sekarang tidak 

untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 
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2. Strategi Pemberdayaan 

  Parson dalam suharto (2006:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

pada umumnya dilakukan secara kolektif. Walaupun dalam beberapa situasi, 

strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individu namun tetap saja pada 

gilirannya strategi ini akan berkaitan dengan kolektifitas. Pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui tiga aras atau mantra pemberdayaan (empowerment setting) 

yaitu: 

a. Aras mikro 

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya 

adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas 

kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada 

tugas (Task Centered Approach). 

b. Aras Makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem dasar (Large-sistem 

strategi), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih 

luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, 

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam 

pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang 

memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk 

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 
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3. Tahapan Pemberdayaan 

Pemberdayaan ini dilakukan melalui tiga arah, yakni : 

a) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Pemberdayaan adalah usaha membangun daya itu dengan 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya. 

b) Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang 

menyangkut penyediaan akses pada berbagai peluang yang mampu 

mengaktualisasikan masyarakat. 

c) Memberdayakan, mengandung arti melindungi dalam proses 

pemberdayaan harus dicegah terciptanya kondisi jika pihak yang lemah 

akan menjadi semakin lemah, karena ketidakberdayaannya. (Kartasasmita, 

1996:74). 

Menurut kartasasmita (1996:104) agar pemberdayaan masyarakat benar-benar 

dapat terealisasi, diperlukan persyaratan pokok, yaitu : 

1) Perencanaan pembangunan, yaitu dimana perencanaan pembangunan yang 

berwajah pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada strategi dasar 

pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, 

strategi ini mengarah pada tiga arah yang meliputi : 

d. Pemihakan dan Pemberdayaan masyarakat. 
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e. Pemantapan ekonomi 

f. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan 

struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran 

masyarakat lokal. 

2) Pelaksanaan program pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan yang 

berwajah pemberdayaan masyarakat ini memiliki ciri antara lain: 

a. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat 

lemah. 

b. Pelaksanaan harus dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dimulai dari  

pengenalan apa yang dilakukan. 

c. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja secara mandiri 

akibat kekurangannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat 

menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (cooperative) dan 

peran serta dari berbagai pihak. 

d. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta 

membangun dalam rangka ketidakwarasan sosial, yang dimaksud 

disini juga meliputi bantuan dari pihak-pihak yang mampu dan telah 

maju terlebih dahulu seperti sektor swasta dan termasuk peran dari 

LSM , perguruan tinggi. 

4 . Cara Memberdayakan Masyarakat. 

 Dubois dan Miley dalam suharto (2006:68) memberikan beberapa cara atau 

tehnik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat: 
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1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, 
menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self 
determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu , menekankan 
kerjasama klien (Client partnerships). 

2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, 
mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien dan menjaga 
rahasia klien. 

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam 
semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, 
merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien 
dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi, keterlibatan pekerjaan sosial melalui 
ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan 
profesional, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke isu-isu publik, 
penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. 
s 

G. Kemiskinan 

  Kemiskinan berasal dari kata” miskin” dimana dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia dalam KBBI (1996:660) diartikan, “tidak berharta benda”, “serba 

kekurangan”, (berpenghasilan rendah). 

Kosep lain dari kemiskinan lahir sabagai dampak dari ikatan istilah pembangunan. 

Dijelaskan oleh Sumodiningrat (1997:1) bahwa : 

     “Karena dalam setiap pembatasan tentang pembangunan pemecahan mendapat 
tempat yang cukup penting. Pada tahap ini kemiskinan dipandang sebagai 
bagian dari masalah pembangunan, ditandai dengan adanya pengangguran, 
keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi kesenjangan, secara 
bersama kenyataan tersebut bukan saja meningkatkan tantangan tersendiri, 
tetapi juga memperlihatkan adanya mekanisme dan proses yang tidak beres 
dalam pembangunan”. 

 

Pendapat lain tentang kemiskinan datang dari Robert Chambers(1987) dalam 

Suryono (2001:113) : 

     “Kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang 
muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, 
ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, 
kemiskinan lebih lanjut sebagai deprivation trap atau perangkap kemiskinan 
yang terdiri dari 5 unsur penyebab kemiskinan yang terkait yaitu : 
ketidakberdayaan (powelessnes), kerawanan atau kerentanan (vulnerability), 
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kelemahan fisik (physical weakness), kemiskinan (poverty). Isolasi 
(isolation). 

 
  Secara umum kemiskinan dapat dilukiskan dengan pendapatan yang 

diperoleh seseorang tidak dapat untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup 

minimumnya. Karena pada umumnya kemiskinan diukur berdasarkan tingkat 

pendapatan kebutuhan (kebutuhan dasar minimum), adalah perbandingan tingkat 

pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan minimum. 

1. Jenis-jenis kemiskinan 

Esmara (1996 :286-287) membuat klasifikasi kemiskinan menjadi dua yaitu 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif : 

     “Seseorang dapat dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat 
pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut yang ditetapkan 
atau dengan kata lain jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan untuk garis kemiskinan absolut 
tersebut dengan demikian tingkat pendapatan minimum merupakan 
pembatasan anatara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin atau sering 
disebut garis kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan 
perbandingan antara kelompok pendapatan dalam mesyarakat yakni 
kelompok yang miskin. Tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan 
yang relatif lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat 
relatif kaya. Dengan kata lain walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat 
kebutuhan dasar minimum, tetap masih jauh dibandingkan dengan 
pendapatan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam 
keadaan miskin”. 

 
Harjosuwiryo dalam Mardimin (1996 :23) menyebutkan 5 istilah kategori 

kemiskinan, yaitu: 

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu 
memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar 
dapat bekerja penuh dan efisien. 

2. Kemiskinan Relatif. Kemiskinan yang muncul jika kondisi seseorang atau 
sekelompok orang dibanding dengan orang lain. 
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3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan ini menunjukkan pada 
orang/sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena 
struktur masyarakat yang tidak timpang, yang tidak menguntungkan 
golongan lemah. 

4. Kemiskinan Situasional atau Kemiskianan Natural. Terjadi jika seseorang 
atau sekelompok orang tinggal di daerah yang kurang menguntungkan dan 
oleh karenanya mereka menjadi kuskin. 

5. Kemiskinan Cultural. Kemiskinan penduduk terjadi karena kultur 
masyarakat. 

  Untuk dapat mengerti tentang uraian diatas maka perlu kita ingat bahwa 

kebutuhan pokok manusia adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal yang 

memungkinkan agar seseorang dapat hidup layak. Dapat ditarik garis besarnya 

bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang 

atau sekelompok orang diluar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang 

tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Gunawan Sumodiningrat (1997:15) membagi sebab-sebab kemiskinan menjadi 2 

yaitu: 

 “Peratama Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal 
atau faktor yang berada di luar jangkauan individu. Faktor ini secara kongkrit 
lebih bersifat hambatan, kelembagaan atau struktur yang memang bisa 
menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya. Kedua, 
adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor intenal yang berasal 
dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kaum konservatif penganut 
pandangan ini melihat bahwa kemiskinan jenis ini terjadi sebagai akibat dari 
nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi tidak 
bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang 
miskin itu sendiri”. 

 

 Sementara itu pandangan tentang kemiskinan yang disebabkan oleh faktor 

interen menyebutkan bahwa kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi 

berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri, orang menjadi 
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miskin karena mereka tidak mau bekerja keras, boros, tidak memiliki rencana, 

tidak memiliki jiwa wiraswasta, tidak ada hasrat berprestasi dan sebagainya. 

 Selain itu yang menyebabkan penapatan masyarakat sangat rendah 

sehingga masyarakat terbelenggu dalam lingkungan kemiskinan adalah faktor 

relatif tetap yaitu letak geografis dan daya dukung alam, atau faktor yang 

berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan 

ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijakan penguasa. 

H.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Simpan Pinjam 

Perempuan (PNPM-MP SPP) 

1. Dasar Hukum dari PNPM-MP 

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu landasan 

idiil Pancasila, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta landasan 

khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disusun kemudian. 

Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, 

perencanaan, keuangan Negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah 

sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 
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d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan. 

2. Pengertian Simpan Pinjam khusus Perempuan 

  SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan 

yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Ini merupakan salah satu program yang 

ada dalam PNPM-MP yang di dalam program simpan pinjam perempuan ini 

terdapat tanggung renteng yang artinya apabila salah satu anggota kelompok 

mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman maka anggota yang lain akan 

ikut membantu, ini merupakan salah satu keistimewaan dari simpan pinjam 

perempuan ini. 

3. Tujuan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 

 Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum  

   Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi 

kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala 

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat 

kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan rumah 

tangga miskin. 

b. Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah :  
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1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial 

dasar.  

2. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah 

tangga melalui pendanaan peluang usaha.  

3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.  

4. Prinsip Dasar Simpan Pinjam Khusus Perempuan 

Prinsip dasar dari SPP ini antara lain: 

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan 

pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.  

2. Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang 

sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan 

simpanan dan pengelolaan pinjaman.  

3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 

professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan 

pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 

4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada 

peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas 

ekonomi masyarakat pedesaan.  

5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
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5.  Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan Kelompok SPP  

a. Sasaran program  

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang 

memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar melalui 

kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.  

b. Bentuk Kegiatan  

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan 

modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana 

simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.  

c. Ketentuan kelompok SPP  

Ketentuan kelompok SPP adalah :  

1. Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling 

mengenal minimal satu tahun.  

2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana 

simpaan dan dana pinjaman yang telah disepakati.  

3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana 

pinjaman yang diberikan kepada anggota.  

4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.  

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana 

(Penjelasan IV PTO Kegiatan SPP, BAPEMMAS. 2007).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 

Bidang Simpan Pinjam Perempuan secara sistematis dan faktual di lapangan serta 

kecenderungan pencapaian dari hasil program, oleh karena itu jenis penelitian ini 

adalah jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Penggunaan jenis 

ini dipandang lebih mendukung memberikan arti dan makna yang berguna dalam 

menyerap permasalahan berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Neuman 

(1997:19), penelitian deskriptif mampu menyajikan gambaran secara detail dari 

sebuah situasi atau setting lokal. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang 

menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah keadaan yang 

membingungkan sebagai akibat adanya kaitan dua atau lebih faktor. Faktor dalam 

hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman, ataupun unsur-unsur lain 

yang apabila ditempatkan secara berkaitan akan menimbulkan persoalan/ 

kesukaran (Moleong,2000:297). Fokus penelitian merupakan bagian penting 

dalam penelitian artinya untuk menentukan batasan penelitian yang akan 

dilakukan sehingga memperjelas batasan dan juga mempertajam pembahasan. 
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 Adanya fokus penelitian dapat mempermudah dalam mengambil data serta 

mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Fokus dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

1. Mekanisme Kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 

bidang simpan pinjam perempuan (SPP) 

a. Perencanaan Kegiatan PNPM-MP bidang Simpan Pinjam Perempuan 

b. Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP bidang Simpan Pinjam Perempuan 

c. Pengelolaan Kegiatan PNPM-MP bidang Simpan Pinjam Perempuan 

d. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan PNPM-MP bidang Simpan 

Pinjam Perempuan 

2. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di 

bidang Simpan Pinjam perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 

pada Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari : 

a. Pengembangan Usaha 

b. Peningkatan pendapatan Masyarakat 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam program simpan pinjam perempuan 

di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

a. Faktor pendukung PNPM-MP di bidang Simpan Pinjam Perempuan 

b. Faktor penghambat PNPM-MP di bidang Simpan Pinjam Perempuan 
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C. Lokasi dan situs Penelitian 

Lokasi penelitian ini berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek 

penelitian, lokasi penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap 

fenomena dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang 

diperlukan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1) Masyarakat di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar kususnya perempuan 

banyak yang melakukan pekerjaan sampingan untuk membantu perekonomian 

keluarga, untuk itu sangat diperlukan adanya bantuan modal guna menunjang 

kelancaran usaha para perempuan di Kecamatan Udanawu. Selain itu juga  

memberikan bantuan kepada masyarakat Kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar khususnya perempuan yang belum memiliki pekerjaan sampingan. 

Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan masyarakat Kecamatan 

Udanawu khususnya perempuan akan memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga.  

2) Mayoritas penduduk di Kecamatan Udanawu memiliki pekerjaan sebagai 

petani, namun sekarang ini hasil dari bertani kurang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dikarenakan lahan yang mulai sulit untuk ditanami, 

kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebabnya. 

3) Program Simpan Pinjam Perempuan dulunya sudah pernah ada saat masih 

dibawah naungan PPK (Program Pengembangan Kecamatan), namun 

pelaksanaannya gagal diterapkan karena adanya suatu kasus sehingga 

Kecamatan Udanawu mendapatkan sanksi yaitu selama kurun waktu beberapa 
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lama tidak diperkenankan menjalankan program, namun pada tahun 2010 

Kecamatan Udanawu kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan 

PNPM-MP dimana Simpan Pinjam Perempuan masuk dalam salah satu 

program di dalamnya. 

4) Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah termasuk kategori wilayah yang 

sekarang ini berhasil melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan di bidang Simpan Pinjam Perempuan, terbukti 

dengan tetap eksisnya program ini dari tahun 2010 hingga 2012 ini. 

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk 

memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi 

situs dalam penelitian ini adalah : 

1. Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

2. Kantor UPK Kecamatan Udanawu. 

3. Kelompok-kelompok SPP di Kecamatan Udanawu. 

Dengan demikian penelitian terhadap situs ini didasarkan pada kesesuaian 

substansi penelitian yang mana kota Blitar merupakan salah satu sasaran 

pelaksanaan PNPM Mandiri. 
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D. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis data 

Penulis mengklasifikasikan data yang diperoleh dapat digolongkan sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Pada umumnya sumber data primer berupa person. Menurut Arikunto 

(1998:114), “Person adalah sumber data yang dapat memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

Data primer yang di dapat peneliti berasal dari : 

a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

b. Anggota kelompok perempuan yang menggunakan dana Simpan 

Pinjam Perempuan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa paper 

(dokumen).  Menurut Arikunto (1998 :114), “paper adalah sumber data 

berupa dokumen yang menyajikantanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, 

atau simbol lain”. Dalam penelitian ini sumber yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Arsip atau dokumen-dokumen Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 

yang mana dapat memberikan informasi tentang gambaran umum 

Kecamatan Udanawu, seperti : data geografis, data sosial, data demografis, 

data perekonomian,  data pemerintahan. 
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b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dan sumber data 

sekunder lainnya 

2.  Sumber Data 

  Sumber data berasal dari subjek dan objek yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut 

Arikunto (1998:114), “ yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari 

mana data diperoleh”. 

  Data tersebut diperoleh dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dan 

mengamati fenomena yang terjadi, serta mewawancarai informan yang berkaitan 

langsung dengan penelitian ini. Data awal diperoleh secara purposive sampling 

yang di dasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan 

bersedia memberikan data, karenanya, sumber data dalam penelitian ini dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 

1) Informan : Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Para 

pengurus mulai dari ketua UPK, sekertaris UPK, bendahara UPK dan  

masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program PNPM- Mandiri, 

utamanya pada program Simpan Pinjam Perempuan. 

2) Tempat dan peristiwa : Tempat dan peristiwa yang dimaksud dalam hal ini 

meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam, keadaan sosial 

budaya, maupun perilaku dan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan  

permasalahan yang diteliti, yang direkam melalui observasi. 
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3) Dokumen dan arsip  yang ada dan berkaitan langsung dengan kegiatan 

penelitian ini. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan 

untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu data 

tersebut harus valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini antara lain: 

1. Interview/ wawancara 

Dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan 

informan atau narasumber untuk memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Nara sumber tersebut yakni 

Ketua UPK, Sekertaris UPK, Bendahara UPK, Ketua Kelompok penerima dana 

bantuan, sekertaris kelompok penerima dana bantuan, Masyarakat penerima dana 

bantuan SPP ini. 

2.  Observasi 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung di 

lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Nasution (1991:144) bahwa observasi sebagai 

pengumpul data diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya tanpa 

ada usaha yang sengaja untuk melakukan atau mempengaruhi dan 

memanipulasinya.  
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3.  Dokumentasi 

 Kegunaan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data dalam penelitian 

dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, 

seperti foto-foto kegiatan musyawarah, foto-foto saat penyerahan dana SPP. 

 

F.  Instrument Penelitian. 

Dalam mendukung proses pengumpulan dan memperoleh data yang diinginkan, 

peneliti menggunakan instrumen berupa: 

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam 

proses wawancara dan analisis data 

2. Pedoman wawancara atau intervew guide yaitu berupa daftar pertanyaan yang 

diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam 

pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara 

3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis 

menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami 

dan pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap 

dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan tape recorder, agar 

mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya 

wawancara. 

 

G.  Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari situs tunggal kemudian akan diolah dengan 

menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk meringkas atau 
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menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dan dapat diinterpretasikan, 

sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode 

kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan 

Huberman, (1992:16-20) yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : 

     1.  Reduksi data  
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, 
pengabstrakan dan informasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis 
di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, 
meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat 
ditarik dan diferivikasikan. 

 
     2.  Penyajian data 

Penyajian adalah sehubungan informasi yang tersusun yang memungkinkan 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tidakan, melalui penyajian nyata, 
peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang 
lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah. 

 
      3.  Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan ini memberi makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat 
proposisi. Verivikasi berarti meninjau ulang catatan-catatan lapangan, 
bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 
intersubyektif. Makna yang muncul dari atau untuk harus diuji kebenarannya, 
kekokohannya dan kecocokannya. sinilah yang disebut validasi. 

 
Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyajian data dan penulisan skripsi 

nantinya penelitian akan merujuk pada poin-poin diatas, sehingga diharapkan 

dalam proses penulisa skripsi nantinya bisa lebih terarah. Uraian analisa diatas 

dapat digambarkan ke dalam bagan yang akan terlihat dalam gambar berikut : 

 Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut:  
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Gambar 1. 

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (Milles dan Hiberman) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Sugiono (2010 : 338)   
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum kecamatan Udanawu 

1. Keadaan geografis 

Kecamatan udanawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

kabupaten Blitar dari 22  kecamatan yang ada.  Luas kecamatan Udanawu 

adalah  40.98 km² yang terdiri dari 12  desa yaitu Ringinanom, 

Sumbersari, Karanggondang, Tunjung, Jati, Tumenggungan, Besuki, 

Bakung, Mangunan, Sukorejo, Slemanan, Bendorejo. 

Batas-batas wilayah kecamatan udanawu yaitu : 

1.Sebelah Utara   Kabupaten Kediri 

2.Sebelah Timur   Kec. Ponggok 

3.Sebelah Selatan   Kec. Srengat 

4.Sebelah Barat   Kec. Wonodadi 

Adapun wilayah kecamatan udanawu dapat dilihat melalui peta kecamatan 

udanawu pada lampiran 1. 

2. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk kecamatan udanawu sebesar  40.535 jiwa dengan 

kepadatan penduduk 989 jiwa/km². Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka 

jumlah penduduk di kecamatan udanawu adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 : Penduduk di kecamatan Udanawu berdasarkan jenis kelamin 

No Desa Laki-laki 
(jiwa) 

Perempuan 
(jiwa) 

Jumlah 
(jiwa) 

1 Ringinanom 2723 2672 5409 
2 Sumbersari 1475 1592 3067 
3 Karanggondang 1297 1202 2499 
4 Tunjung 1604 1541 3145 
5 Jati 1093 1022 2115
6 Tumenggungan 1291 1242 2533 
7 Besuki 1054 1220 2274 
8 Bakung 2752 2892 5644 
9 Mangunan 1413 1359 2772 
10 Sukorejo 2769 2752 5521 
11 Slemanan 1979 1792 3771 
12 Bendorejo 903 882 1785 
 Jumlah 20367 20168 40535 

Sumber : Kecamatan Udanawu dalam angka 2011 
 

3. Keadaan perekonomian 

Dominasi pekerjaan di Kecamatan Udanawu berada pada sektor pertanian. 

Keadaan perekonomian penduduk di Kecamatan Udanawu berdasarkan mata 

pencahariannya dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2 : Penduduk menurut mata pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 
1 Petani  
a Petani Pemilik Tanah 20275 
b Buruh tani  5380 
2 PNS 333 
3 Buruh bangunan 393 
4 Pedagang 2518 
5 TNI 16 
6 Swasta 76 
7 Jasa 656 
8 Pensiunan 93 
9 Industri Rumah Tangga 395 
10 Lain-lain 343 
Sumber : Kecamatan Udanawu dalam angka 2011 
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4. Keadaan sosial 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting. Begitu pula 

pada Kecamatan Udanawu dimana pendidikan merupakan hal yang paling 

diutamakan, hal tersebut dilakukan untuk merencakan dan meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah prasarana pendidikan pra sekolah (TK) 

sebanyak  32 sekolah. SD/Sederajat 27 buah, SLTP/sederajat 2  buah dan 

SMA/Sederajat  1 buah. Peserta didik untuk masing-masing tingkat pendidikan 

untuk TK 1318 orang, SD/ Sederajat 3046 orang, SLTP/ sederajat 1806 orang, 

SMA/sederajat 2050 orang. Untuk meningkatkan kegiatan kerohanian salah 

satunya adalah dengan penyediaan sarana ibadah yang meliputi masjid sebanyak  

46 buah, langgar 164 buah dan gereja sebanyak 0 buah. 

 

5. Keadaan Pemerintah 

  Untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa/kelurahan harus 

didukung dengan tersedianya aparat desa/kelurahan mulai dari kepala desa, 

sekretaris desa, kepala urusan beserta staf. Berdasarkan data yang ada di bagian 

Pemerintahan Kebupaten Blitar jumlah Kepala Desa 12 orang, Sekretaris Desa 10 

orang, Kaur Pemerintahan 12 orang, Kaur Pembangunan 12 orang, Kaur Kesos 12 

orang, Kaur Umum 12 orang, Kaur Keuangan 12 orang, Kepala Dusun 25 orang, 

Ketua RW 60 orang, Ketua RT 233. 
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B.Gambaran Umum Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

  Kecamatan Udanawu merupakan salah satu kecamatan yang menerima 

bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-

MP).  Hal itu dikarenakan kecamatan udanawu merupakan salah satu kecamatan 

yang masih perlu untuk dikembangkan terutama dalam hal kesejahteraan 

masyarakatnya. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat ini, terutama bagi kaum perempuan yaitu melalui kegiatan Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) yang mana merupakan salah satu jenis kegiatan pada 

program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). 

Kegiatan simpan pinjam perempuan mulai ada sejak tahun 2010, sebelumnya 

sudah ada program yang serupa yaitu simpan pinjam perempuan namun lewat 

PPK (Program Pengembangan Kecamatan) namun di Kecamatan Udanawu 

program tersebut gagal dilaksanakan sehingga kecamatan udanawu mendapat 

sanksi dengan tidak memperoleh dana tersebut selama beberapa waktu. 

  Kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang 

dilakukan kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan 

pengelolaan dana pinjaman. Pada awal pelaksanaannya pada tahun 2010, 

kelompok perempuan di kecamatan Udanawu yang ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan SPP ini berjumlah 43 kelompok dimana satu desa diwakili oleh 5-8 

kelompok. Kelompok-kelompok  perempuan pada awal pelaksanaan PNPM SPP 

tersebut yaitu :  
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Tabel 3 : kelompok perempuan penerima dana SPP tahun 2010 

No Desa Kelompok Pemanfaat 
(jiwa) 

1 Ringinanom Barokah 6 
  PKK 17 
  Sejahtera 8 
2 Sumbersari Petani 8 
  Posyandu 6 
3 Karanggondang Koi 10 
  Nila 9 
  Gurami 9 
  Mujair 10 
4 Tunjung Merpati Prog1 10 
  Yasinan Prog 1 10 
  Srikarya Prog 1 10 
  Surya Melati 1 9 
5 Jati PKK 19 
  Wanita M 10 
6 Temenggungan Anggrek 10 
  Kenanga 14 
  Mawar 14 
  Melati II 22 
7 Besuki Yasinan Maju 8 
  Pengajian Mandiri 7 
  Arisan Karya Bakti 5 
8 Bakung Muslimat 16 
9 Mangunan Bumdes 20 
  PKK 20 
Sumber  : laporan bulanan UPK 2011 

Pada perkembangannya, jumlah kelompok yang ikut mengambil bagian 

dalam program atau kegiatan ini semakin bertambah, hal itu dikarenakan banyak 

keuntungan yang diperoleh dengan berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam 

perempuan (SPP) ini. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini secara umum 

bertujuan kegiatan ini untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam 

pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan 

pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan 
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serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan 

kerja. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : Mempercepat proses pemenuhan 

kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, Memberikan kesempatan kaum 

perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal 

usaha, Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.  

Berdasarkan observasi secara umum alokasi dana untuk kegiatan ini 

maksimal 25 % dari dana BLM di kecamatan. Dana Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan 

pinjam perempuan.  Namun demikian alaoksi maksimal dana kegiatan simpan 

pinjam perempuan per desa adalah sebesar Rp 60.000.000 untuk tiap kelompok 

atau tergantung pada kelompok yang meminjam, kelancaran pengembalian atau 

peningkatan prosentase pengembalian pinjaman sebelumnya harus 

dipertimbangkan dalam mengalokasikan dana simpan pinjam bagi kelompok 

perempuan ini. 

  Kegiatan SPP ini memiliki dasar-dasar pengelolaan kegiatan yang menjadi 

acuan dalam melakukan pengeloaan agar  sesuai dengan prinsip-prinsip dan tepat 

pada sasaran serta tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. 

Berdasarkan buku pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Ketentuan dasar dari 

kegiatan Simpan Pinjam Perempuan antara lain : 

a) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat 

mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa agunan. 
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b) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok 

yang sudah mempunya tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan 

simpanan dan pengelolaan pinjaman. 

c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang 

profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangakan pelestarian 

dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. 

d) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada 

peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas 

ekonomi masyarakat pedesaan. 

e) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus 

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin yang produktif dan juga 

memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui 

kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di masyarakat. Bentuk kegiatan 

SPP dalah pemberian dana pinjaman sabagai tambahan modal usaha bagi 

kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan 

pengelolaan dana pinjaman. Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok 

SPP berdasarkan buku pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  adalah : 

1. Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling 

mengenal minimal satu tahun.  

2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana 

simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.  
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3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana 

pinjaman yang diberikan kepada anggota.  

4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.  

5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana 

 

C. 1. Mekanisme Kegiatan  Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar 

a) Perancanaan kegiatan 

i. Sosialisasi  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan tepatnya pada 

tanggal 15-12-2011 bertempat di kantor desa jati, dalam tahapan sosialisasi ini 

memberikan penjelasan pada masyarakat tentang ruang lingkup kegiatan SPP, 

persyaratan kelompok, dan kelayakan kelompok yang diselenggarakan melalui 

musyawarah khusus perempuan (MKP) maupun kelompok-kelompok secara 

langsung. Sosialisasi ini bisa dilakukan pula pada saat MAD dan juga pada 

Musdes, jika pada MAD sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi  ketentuan 

dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa 

memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya. Sedangkan kalau 

pada Musdes sosialisasi  yang dilakukan adalah sosialisasi ketentuan dan 

persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa, memahami adanya kegiatan SPP 

dan melakukan persiapan proses lanjutan. 

Seperti yang diungkapkan ketua UPK Bapak Suyanto,S.Ag bahwa, 

“Proses sosialisasi ini punya peran yang sangat penting mbak, dalam 
proses ini akan diperkenalkan tentang program SPP ini pada kaum 
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perempuan, diharapkan lewat proses sosialisasi ini kaum perempuan yang 
ada di desa-desa akan tertarik dan mau terlibat dalam kegiatan SPP 
ini,”(wawancara pada tanggal 15 desember 2011) 

 
Seperti yang telah dikemukakan ketua UPK tersebut, proses sosialisasi ini 

memiliki peran yang cukup penting yaitu untuk memperkenalkan tentang kegiatan 

SPP kepada kaum perempuan. Selain itu,  dengan adanya sosialisasi ini kaum 

perempuan akan menjadi tertarik dan juga mau untuk terlibat dalam kegiatan SPP 

tersebut karena mereka telah mengetahui tentang apa dan bagaimana kegiatan 

tersebut. Jadi proses sosialisasi ini selain untuk mengenalkan kegiatan SPP kepada 

masyarakat khususnya kaum perempuan, proses sosialisasi juga berperan 

menjaring partisipasi perempuan yang sebanyak-banyaknya.  

ii. Penggalian gagasan 

Pada observasi yang dilakukan di lapangan tahapan ini merupakan 

identifikasi kebutuhan masyarakat dan kelompok simpan pinjam perempuan 

dalam setiap dusun yang layak untuk mengajukan usulan, penggalian gagasan ini 

diwadahi dalam forum musyawarah  yaitu dalam kegiatan SPP ini berarti 

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), dimana gagasan-gagasan yang masuk 

tersebut nantinya akan dibawa dalam forum musyawarah antar desa (MAD). 

iii. MKP (Musyawarah Khusus Perempuan ) 

Sesuai dengan observasi di lapangan, dalam tahapan ini memutuskan 

untuk mengusulkan kelompok yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai 

usulan desa dan dikompetisikan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa). 

Musyawarah Khusus Perempuan merupakan pertemuan singkat di desa yang 

hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal 
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dari kelompok-kelompok perempuan.  Alasan dari kenapa hanya perempuan yang 

dilibatkan disini adalah karena biasanya masukan dari kaum perempuan justru 

lebih bagus dan juga mengena dari pada usulan dari kaum laki-laki, karena 

biasanya apabila musyawarah tersebut dihadiri oleh kaum laki-laki juga maka 

suara dari kaum perempuan biasanya tidak terdengar. Maka dari itu perlu adanya 

musyawarah khusus yang hanya dihadiri oleh kaum perempuan, hasil dari 

musyawarah ini kemudian dibawa pada musyawarah desa. 

Tujuan dari kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan ini untuk 

merumuskan dan meluruskan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 

selanjutnya, rencana kegiatan yang akan dijalankan sudah ada dalam RPJMD di 

masing-masing desa. Peserta musyawarah khusus perempuan ini adalah wakil-

wakil dari kelompok perempuan yang ada di desa dan juga perempuan desa lain 

yang berminat untuk hadir. Tingkat kehadiran perempuan dalam musyawarah 

Khusus Perempuan (MKP) dapat dilihat pada lampiran 2. 

Berdasarkan wawancara dengan sekertaris UPK Ibu Atik Purwatiningsih, Amd 

maka dapat diperoleh informasi tentang tujuan dari adanya musyawarah khusus 

perempuan ini, 

     “Musyawarah khusus ini dilaksanakan untuk memperoleh usulan dari para    
ibu-ibu, karna usulan dari ibu-ibu tersebut yang dianggap paling mewakili 
kebutuhan dan kondisi nyata, selain itu ibu-ibu pula yang merasakan kondisi 
sulit dalam kahidupan sehari-hari.”(wawancara pada tanggal 15 desember 
2011). 

Musyawarah desa khusus perempuan dilakukan untuk mendapatkan usulan dari 

kelompok perempuan. Ada kecenderungan gagasan perempuan lebih nyata 
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menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, 

karena kaum perempuanlah yang seringkali merasakan kondisi sehari-hari dalam 

kehidupan rumah tangganya. Untuk itu metode atau tehnik yang digunakan lebih 

pada untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang dapat mengatasi 

permasalahan yang seringkali dirasakan sehari-hari. 

iv. Penulisan Usulan 

Berdasarkan buku pedoman UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Dalam 

penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat beberapa hal sebagai berikut : 

1) Sekilas kondisi kelompok SPP  

2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota , kondisi 

permodalan, kualitas pinjaman ,kondisi oprasional, rencana usaha dalam satu 

tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana. 

3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta 

sosial dan peta rumah tangga miskin. 

Dari hal-hal yang harus dipenuhi dalam penulisan usulan tersebut, agar dapat 

diketahui kondisi dan kemampuan kelompok-kelompok perempuan tersebut 

sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dana pinjaman dalam kegiatan SPP.  

Format Surat Permohonan kredit dapat dilihat pada lampiran 3 . 

v. Verivikasi Usulan 

Berdasarkan buku pedoman  UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah : 

- Penetapan formulir Verivikasi 
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Penetapan vormulir verifikasi merupakan proses penyesuian dengan contoh 

format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak 

mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, 

Management, Earning, Liquidity) yaitu : penilaian tentang permodalan , kualitas 

pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.. 

- Proses Pelaksanaan Verivikasi 

Di dalam buku pedoman UPK (Unit Pengelola Kegiatan ) telah disebutkan bahwa 

Verifikasi usulan kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut : 

1)  Pengalaman kegiatan simpan pinjam. 

2)  Persyaratan kelompok. 

3)  Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian : 

 Permodalan 

 Kualitas pinjaman 

 Administrasi dan pengelolaan 

 Pendapatan 

 Likuiditas (pendanaan jangka pendek) 

4)   Penilaian khusus rencana kegiatan. 

5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan 

daftar rumah tangga miskin. 

6)  Penilaian kategorisasi kelompok. 

7)  Pembuatan Berita Acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut 

mencantumkan rekomendasi- rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok 



61 
 

 

apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai 

pemanfaat, dan kategori perkembangan kelompok. 

Berdasarkan wawancara dengan ketua UPK Bapak Suyanto,S.Ag diperoleh 

informasi tentang maksud dari proses verifikasi pada program Simpan Pinjam 

Perempuan. 

     “Setiap proposal yang sudah masuk ke kami maka akan kami lakukan 
verifikasi, tujuannya untuk menilai apakah kelompok tersebut layak atau 
tidak dalam menerima pinjaman dana, verifikasi ini juga dilakukan untuk 
menghindari adanya penipuan atau kecurangan oleh anggota kelompok yang 
telah mengajukan proposal contoh dari kecurangan yang ada misalnya 
identitas yang dipalsukan, lalu biasanya nama orang yang tidak meminjam 
tapi ada dalam daftar peminjam,”(wawancara pada tanggal 15 desember 
2011) 

Sesuai dengan pernyataan ketua UPK tersebut, setiap usulan atau proposal 

yang diajukan, dilakukan verifikasi untuk menilai kelayakannya, baik kelayakan 

anggota maupun kelompok. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya 

penipuan ataupun kecurangan oleh anggota maupun kelompok, sebagai contohnya 

identitas yang dipalsukan ataupun untuk mengetahui apakah anggota kelompok 

tersebut termasuk dalam kategori miskin yang memang benar-benar 

membutuhkan bantuan atau tidak. Setelah melalui tahapan verifikasi, setiap 

usulan yang lolos verifikasi kemudian diajukan ka dalam MAD (Musyawarah 

Antar Desa) untuk mencari peringkat kelompok terbaik. Kelompok terbaik 

biasanya merupakan kelompok yang telah memenuhi persyaratan dengan benar 

dan tidak memiliki tunggakan pinjaman. Dengan kata lain pinjaman yang 

diberikan kepada kelompok benar-benar dikelola dengan baik dan 

pengembaliannya pun lancar. 



62 
 

 

Berdasarkan Observasi di lapangan, tim verifikasi SPP ini berbeda dengan 

tim verifikasi yang terdapat pada kegiatan sarana dan pra sarana pada Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Tim verifikasi kegiatan SPP ini 

terdiri dari dua orang yaitu  khoirul kiptiyah dan Zuhrotul khusna. Yang 

ditetapkan melalui MAD LPJ, untuk tim verifikasi ini sendiri terdiri dari 2 orang 

untuk kegiatan SPP perguliran sedangkan untuk program terdiri dari 5 orang. 

Dalam pelaksaan verifikasi ini sendiri biasanya dilaksanakan sebelum dana 

perguliran di cairkan, tim verifikasi meninjau secara langsung kondisi yang ada di 

lapangan, para calon peminjam dikumpulkan di satu tempat dan kemudian tim 

verifikasi datang untuk menanyai satu persatu calon peminjam tentang 

kesanggupa mereka dalam meminjam dana bergulir pada program Simpan Pinjam 

Perempuan.  

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk  dari anggota masyarakat dan 

instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang 

teknik prasarana,  simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan 

ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah 

desa perencanaan usulan. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan 

serta penilaian usulan kegiatan  semua desa peserta PNPM Mandiri sebagai dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan. Penilain kelompok-kelompok SPP hingga 

diperoleh peringkat - peringkat kelompok yang mendapatkan dana perguliran 

yaitu melalui lembar verivikasi kelompok simpan pinjam.  
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vi.  MAD prioritas usulan 

Berdasarkan observasi di lapangan tahapan ini merupakan tahapan akhir 

dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. 

Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon 

pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini 

menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. 

Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok 

yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa 

tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap tetap mendapat pendanaan sampai 

jumlah kuota BLM terpenuhi. 

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa 

memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh 

merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa. Hasil 

pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan 

BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak 

yang akan didanai oleh BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai oleh 

BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen misalnya 

KTP dan perjanjian pinjaman. 

Di dalam buku pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Prioritas kebutuhan 

kelompok SPP agar mempertimbangkan : 

 Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat. 

 Kategori tingkat perkembangan kelompok 
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    Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam berita 

acara tim verivikasi. 

 Pertimbanagn lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin 

dan peningkatan usaha. 

 

vii. MAD penetapan usaha 

Berdasarkan Observasi di lapangan pada tahapan ini keputusan pendanaan 

mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok 

yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM). Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan 

usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD 

(Musyawarah Antar Desa) prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat 

selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada 

kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan 

yang telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan 

proses MAD perguliran. 
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b)  Pelaksanaan kegiatan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan Proses pelaksanaan kegiatan 

SPP meliputi : 

1.  Penyaluran dana 

Ketentuan dalam penyaluran dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Penyaluran melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri surat 

perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dengan bukti penyaluran. 

 Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP sebesar 

Rp.30.000.000 (dijelaskan dana yang diberikan dan potongan-potongan yang 

ada ) 

 Kelompok membuat perjanjian dengan UPK sebgai lampiran kuitansi 

penerimaan dana. Perjanjian pinjaman tersebut berupa surat 

perjanjian/permohonan kredit yang contohnya dapat dilihat pada lampiran 4. 

 Jangka waktu pengambilan BLM selama 10 bulan dan paling tidak diangsur  

tiap bulan, hal ini dimaksudkan untuk kelancaran dan kemudahan. Ada pula 

yang 4 bulan lunas atau 6 bulan lunas. Kelancaran dalam pengembalian 

pinjaman akan dipantau dan dipergunakan untuk menentukan keberlajutan 

peminjam pada periode perguliran selanjutnya. 

2. Dana bergulir 

Berdasarkan pengamatan di lapangan ketentuan pelaksanaan perguliran 

dana SPP adalah sebagai berikut : 

 Usulan kelompok langsung disampaikan pada UPK 
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 Verifikasi kelompok tetap dilakukan sebelum disetujui pendanaan. 

 Mekanisme pendanaan tetap mengikuti ketentuan PNPM-MP. 

  Penyaluran dana langsung dari UPK ke kelompok.  

 Setelah dilakukan verifikasi dan peringkingan maka akan diperoleh nama-nama 

kelompok yang layak untuk mendapatkan bantuan. Maka selanjutnya dilakukan 

proses penyaluran dana langsung kepada kelompok yang bersangkutan dan tentu 

saja diutamakan pada kelompok yang mendapatkan ranking tertingi. Penetapan 

waktu dan tempat pencairan atau penyaluran dana SPP akan dilakukan pada saat 

Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran SPP, dimana telah diumumkan 

ranking kelompok-kelompok perempuan maka ditetapkan pula waktu dan tempat 

penyaluran dananya. Pada perkembangannya, jumlah kelompok SPP semakin 

bertambah. Pada awal kegiatan SPP tiap desa hanya terdapat 43  kelompok SPP 

saja, namun sekarang bertambah menjadi 71 kelompok.  

Pengembalian langsung dari kelompok ke UPK 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, proses pengembalian 

pinjaman ini dilakukan langsung oleh UPK, yaitu dengan cara pengurus UPK  

mendatangi langsung pada TPK, namun apabila ada kelompok yang mau datang 

ke kantor kecamatan untuk mengembalikan angsuran maka hal tersebut tetap 

diperbolehkan. 

Tabel 4  : Mekanisme Pembayaran SPP 

 

Sumber : Data olahan hasil wawancara dengan Ketua TPK 

NASABAH  KETUA KELOMPOK  TPK 
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Apabila ada masalah dalam pengembalian dana pinjaman ini, maka hal-hal 

yang dapat dilakukan untuk dapat meminimalisasikan masalah yang ada dengan 

cara sebagai berikut melakukan penanganan langsung terhadap pinjaman 

bermasalah dengan cara melakukan penagihan baik melalui surat tertulis ataupun 

penagihan secara langsung kepada peminjam khususnya piutang yang tidak 

lancar, meminimalkan piutang kurang lancar dan tidak lancar dengan 

memperketat proses realisasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

ditetapkan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di tingkat desa 

maupun tingkat kecamatan serta memberikan pemahaman secara mendasar 

(bersosialisasi secara intensif kepada kelompok-kelompok dan anggota tentang 

prinsi-prinsip dasar perguliran ) 

 Ada perjanjian pinjaman antara kelompok dan UPK 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian antara kelompok dengan UPK 

yaitu dalam bentuk perjanjian kredit (lampiran 4) 

 Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal dari kelompok ke UPK 

sampai dengan 10 bulan. Pengelolaan dana pinjaman PNPM SPP di tingkat 

kelompok serta sanksi yang akan diterapkan berdasarkan atas kesepakatan atau 

aturan dari kelompok itu sendiri yang telah disepakati sebelumnya. 

  Kriteria kelompok yang dapat menerima dana bergulir ini berdasarkan buku 

pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan jangka waktu pengembalian 10 

bulan adalah kelompok yang : 

 



68 
 

 

i. Memenuhi kriteria sebagai lembaga pengelola pinjaman 

ii. Berpengalaman dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun  

iii. Mepunyai kesepakatan-kesepakatan secara tertulis (AD/ART, aturan 

pengelolaan dana simpan pinjam, dsb) 

iv. Tunggakan pinjaman yang dikelola maksimal 20 % 

v. Maksimal pendanaan kegiatan SPP 30% dari jumlah simpanan dan modal 

vi. Dipercaya masyarakat sebagai lembaga pengelola yang mandiri. 

vii. Realisasi tingkat pengembalian minimal 80%. 

viii. Pengembalian pinjaman sebelumnya minimal 80%. 

Berdasarkan hasil verifikasi dan peringkat kelompok SPP yang telah disepakti 

dalam Musyawarah Antar Desa (MAD), tutup buku dan perguliran , maka 

realisasi penyaluran dana perguliran SPP sepanjang tahun 2011 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 5 : Realisasi Penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan tahun 2010-2011 

NO Nama Desa SPP 
Alokasi Realisasi 

1 RINGINANOM 10.000.000 10.000.000 
2 SUMBERSARI 60.000.000 60.000.000 
3 KARANGGONDANG 10.000.000 10.000.000 
4 TUNJUNG 112.000.000 112.000.000 
5 JATI 45.000.000 45.000.000 
6 TEMENGGUNGAN 41,000,000 41.000.000 
7 BESUKI 29.000.000 29.000.000 
8 BAKUNG 37.000.000 37.000.000 
9 MANGUNAN 30.000.000 30.000.000 
10 SUKOREJO 42.000.000 42.000.000 
11 SLEMANAN 39.000.000 39.000.000 
12 BENDOREJO 20.000.000 20.000.000 
 Total 475.000.000 475.000.000 
Sumber : laporan bulanan UPK 
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i. Memberikan kemudahan akses permodalan baik kepada masyarakat 

sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha. 

ii. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan 

program. 

iii. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat 

wilayah pedesaan. 

iv. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya ) 

sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara 

akuntabel, transparan dan berkelanjutan. 

v. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan 

permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. 

Tahapan pengelolaan di tingkat UPK 

Sesuai dengan buku pedoman UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tahapan 

pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

‐ Pengajuan usulan Pinjaman Kelompok 

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditentukan oleh MAD dan BKAD. 

‐ Evaluasi singkat Usulan Pinjaman oleh UPK 

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat 

ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan 

rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama 

dengan usulan kelompok kepada tim verivikasi. 
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‐ Verivikasi oleh Tim Verivikasi 

Tim verivikasi melakukan verivikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh BKAD dan MAD. 

‐ Keputusan pendanaan. 

‐ Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh BKAD 

dan MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditentukan oleh 

BKAD atau MAD. 

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang 

mempunyai tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan maka 

kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan 

kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan dalam 

bentuk kegiatan simpan pinjam perempuan. 

Dalam buku pedoman UPK dijelaskan Pengelolaan Dokumen UPK mencakup 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pengelolaan data kelompok dan peminjam 

2. Pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta social 

3. Pengelolaan dokumen penyaluran, kuitansi, SPPB 

‐ Pengelolaan administrasi meliputi 

a. Rekening pengembalian SPP 

b. Buku bantu bank SPP 

c. Buku kas harian SPP 

d. Kartu peminjam 
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‐ Pengelolaan pelaporan sebagai berikut  

1) Laporan realisasi penyaluran 

2) Laporan perkembangan pinjaman 

3) Laporan kolektibilitas SPP 

4) Neraca 

5) Laporan oprasional 

Dalam pengelolaan kegiatan di tingkat UPK dapat dilihat dari realisasi 

pengembalian pinjaman SPP oleh kelompok-kelompok, baik periode perguliran 

sebelum-sebelumnya maupun perguliran yang terbaru karena kegiatan SPP ini 

merupakan kelanjutan dari periode-periode sebelumnya. Realisasi pengembalian 

pinjaman tersebut terdapat dalam lampiran 5. 

2. Pengelolaan Kegiatan di tingkat kelompok 

Berdasarkan buku pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hal-hal yang dikelola 

di tingkat kelompok meliputi : 

1) Data-data tentang peminjam 

2) Dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok mapun pemanfaat 

3) Administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK 

4) Administrasi penyaluran dan pengembalian / kartu pinjaman pemanfaat 

5) Administrasi pinjaman pemanfaat 
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Gambar 4 : Alur Kegiatan SPP 

ALUR KEGIATAN SPP 
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d) Pelestarian dan pengembangan kegiatan 

1. Pelestarian kegiatan 

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang 

mengarahkan pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro 

pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan 

kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program 

sehingga dana telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili 

pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak 

diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luar lokasi 

wilayah tersebut. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana 

permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk 

menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana 

bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan 

oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

Berdasarkan buku pedoman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pelestarian 

kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan 

mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD 

yang mencakup : 

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah 

a. Adanya dana SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan 

kebutuhan pendanaan masyarakat miskin. 



76 
 

 

b. Adanya pelestarian prinsip PNPM SPP terutama keberpihakan kepada 

masyarakat miskin dan transparansi. 

c. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupen kelembagaan 

kelompok. 

d. Pengembangan usaha terutama layanan kepada masyarakat dan permodalan. 

e. Pelembagaan perguliran yang menyangkut mekanisme dan prosedur 

berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang tetap mengacu 

pada prinsip dan mekanisme PNPM-MP SPP. 

Secara umum kegiatan SPP berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

direncanakan dan diharapkan oleh PNPM-MP dalam rangka memberdayakan 

masyarakat. Oleh karena itu kegiatan SPP pyang bergerak dalam bidang ekonomi 

ini masih berlanjut sampai sekarang dan diharapkan lebih dapat membantu 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun ada beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan dari segi administrasi kelompok dan penguatan 

pemeliharaannya. Untuk itu ke depannya masih perlu ditingkatkan lagi. 

2. Pengembangan kegiatan 

Pengembangan kegiatan SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan 

dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat 

sekaligus kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dana dan pengelola 

pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP secara bada hukum dapat 

menjadi koperasi simpan pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat 
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didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang 

dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir. 

2.  Dampak  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam 

Perempuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

  PNPM Mandiri Simpan Pinjam Perempuan ini merupakan bagian dari 

upaya untuk menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Jenis 

kegiatan seperti pinjaman bergulir yang dapat memberikan peluang kepada 

pemanfaat untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan dana dari 

pinjaman bergulir. Dengan jenis kegiatan tersebut, diharapkan dapat terlihat 

dampak yang terjadi dari adanya PNPM SPP ini. 

a. Pengembangan Usaha 

Untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan, 

perkembangan dana pinjaman bergulir pada pelaporan sampai bulan Desember 

2011 yaitu : 

1. Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir di kecamatan Udanawu 

sebesar 98,41%,  

2. Asset produktif baik yang berada di kas, bank dan pinjaman 

masyarakat sebesar Rp 475.000.000 

3. Pendapatan oprasional sampai bulan desember 2011 berjalan sebesar 

Rp 152,156,116.5 dengan biaya oprasional sebesar Rp 52,280,067.3 

sehingga terjadi suplus Rp 99,876,049.1 

Sumber : Laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan 
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 Hasil yang dicapai kecamatan Udanawu dengan adanya PNPM Mandiri di 

bidang Simpan Pinjam Perempuan untuk kegiatan dana bergulir berjalan baik dan 

terus berkembang. Hingga pada tahun 2012 keberadaan dana bergulir ini masih 

tetap aktif dan pergulirannya masih tetap berlanjut. Jumlah uang yang digulirkan 

berdasarkan pada jumlah uang yang dikembalikan disertai bunganya. 

Perkembangan kegiatan ini masih berjalan sampai tahun 2012 ini, berdasarkan 

laporan bulanan UPK  kelompok yang ada dalam Simpan Pinjam Perempuan 

sekarang mencapai 71 kelompok dengan jumlah pemanfaat sebesar 1,058 orang. 

Dengan dana bergulir tersebut maka diikuti dengan perkembangan usaha dari 

usaha-usaha penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan 

dengan  ibu Latifah Hanim sebagai ketua kelompok Merpati desa Tunjung 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

     “Dana pinjaman bergulir ini sangat membantu sekali mbak untuk kegiatan 
usaha-usaha di desa tunjung ini. Disini perkembangannya sangat pesat, 
dulunya usaha yang biasa-biasa saja sekarang usahanya menjadi maju, hal 
ini disebabkan penerima dana pinjaman menggunakan dana pinjaman untuk 
usaha dagang dalam cakupan besar, tidak hanya untuk usaha kecil-kecilan 
dimana penghasilannya tidak menentu.” (wawancara pada tanggal 17 
Desember 2011) 

Selain dari wawancara yang dilakukan, peneliti juga melakukan 

penyebaran angket kepada para penerima dana Simpan Perempuan di Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan 

penggunaan dana yang diperoleh dari pinjaman PNPM-MP SPP ini, berdasarkan 

angket yang disebar kepada para penerima dana Simpan Pinjam Perempuan dari 

berbagai kelompok dari beberapa desa menunjukkan bahwa dana yang telah 
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dipinjamkan ternya tidak hanya digunakan untuk modal usaha tetapi masih ada 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsmtif). 

Seperti yang ada dalam tabel  di bawah ini yang menerangkan tentang 

kegunaan dari dana yang telah dicairkan. 

Tabel 6 :  Penggunaan dana SPP oleh para peminjam  

N
O 

Nama Pengguna Dana Nama 
Kelompok 

Kegunaan Hasil 
Konsumtif/
Produktif 

Berkembang/tidak 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Niswatin 

Nihayatus Solikah 

Siti badriyah 

Siti mudawamah 

Nurul husniyah 

Sholikah 

Sulami 

Rodliyah 

Sunarmi 

Indarti 

Khumaidatus zahrok 

Sulikah 

Siti fatimah 

Poniyem 

Siti alfaidah 

Siti mahmudah 

Mujiati 

Siti karimah 

Mesini 

Siti robitoh 

Umiatir rohmah 

Merpati 

Merpati 

Merpati 

Merpati 

Cendrawasih 

Cendrawasih 

Cendrawasih 

Barokah 

Barokah 

Anggrek 

Anggrek 

Anggrek 

Muslimat 

Muslimat 

Muslimat 

PKK 

PKK 

PKK 

Melati 

Melati 

Melati 

Komsumtif 

Komsumtif 

Produktif 

Produktif 

Produktif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

Produktif 

Komsumtif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

Produktif 

Komsumtif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

- 

- 

Kurang Berkembang 

Berkembang 

Kurang Berkembang 

Kurang Berkembang 

- 

Berkembang 

Kurang Berkembang 

- 

Kurang Berkembang 

Kurang Berkembang 

- 

Kurang Berkembang 

- 

Berkembang 

Kurang Berkembang 

- 

Berkembang 

- 

Berkembang 
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Sumber :  data primer 

Sedangkan pada tabel 7 menunjukkan presentase dana yang digunakan untuk 

konsumtif sekitar 35 % dan yang digunakan untuk modal atau produktif sekitar 

65%. 

Tabel 7 : Presentase Kegunaan dana SPP 

NO Kegunaan Jumlah Presentase 
1. 

2. 

Konsumtif 

Produktif 

11 orang 

19 orang 

35% 

65% 

 Total 30 orang 100% 

Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel 8 ditunjukkan bahwa dana yang sudah dialokasikan untuk modal 

ternyata tidak sepenuhnya dapat berkembang, pada tabel ini ditunjukkan bahwa 

usaha yang dapat berkembang sekitar 25% dan 75% kurang berkembang. 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Syamsiah 

Muminatul masrifah 

Nurul azizah 

Sriana 

Siti masroin 

Sri mujiatin 

Endang tri W 

Nur hidayah 

Asriani 

 

Gurami 

Gurami 

Gurami 

Posyandu 

Posyandu 

Posyandu 

Arisan Mawar 

Arisan Mawar 

Arisan Mawar 

Produktif 

Komsumtif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

Produktif 

Konsumtif 

Produktif 

Produktif 

 

Kurang Berkembang 

- 

Berkembang 

- 

Kurang Berkembang 

Kurang Berkembang 

- 

Kurang Berkembang 

Kurang Berkembang 
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Tabel 8 : Presentase hasil penggunaan dana  

NO Hasil Jumlah Presentase 
1. 

2. 

Berkembang 

Kurang berkembang 

 

6 orang 

13 orang 

25 % 

75 % 

 Total 19 orang 100 % 
Sumber : data primer yang diolah 

 

b. Peningkatan pendapatan masyarakat 

 Pada dasarnya adanya program PNPM-MP SPP ini memang mirip seperti 

lembaga keuangan lain, dan keberadaan dari PNPM-MP SPP ini masih sangat di 

butuhkan oleh masyarakat miskin, karena sesuai dengan  observasi di lapangan 

pada PNPM-MP SPP ini tidak diperlukan jaminan dalam melakukan pinjaman, 

selain itu bunga yang diberlakukan di PNPM SPP ini tidak terpengaruh pada 

situasi eksternal seperti suku bunga yang diperlakukan di bank-bank milik 

pemerintah ataupun swasta yang sering berubah-ubah. Bunga yang diperlakukan 

relatif kecil yaitu 1,5% dari UPK ke kelompok sedangkan dari kelompok pada 

para peminjam umumnnya bunga yang diterapkan yaitu 2%. 

 Dengan bantuan pinjaman yang ada dan bunga yang relatif rendah tersebut 

yang digunakan dalam pengambangan usahanya maka diharapkan masyarakat 

tentunya juga diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat setiap bulannya, 

untuk menunjukkan dampak dari adanya program PNPM SPP ini maka peneliti 

melakukan wawancara langsung pada pemanfaat yaitu peminjam dana bergulir : 
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Ibu Siti Mudawamah sebagai salah satu penerima manfaat dana bergulir dari 

kelompok Cendrawasih menuturkan peningkatan pendapatan yang selama ini 

beliau peroleh dari usaha yang dijalankannya. 

     “Saya meminjam uang untuk usaha perancangan di rumah mbak. Ini pertama 
kalinya saya meminjam uang, mau gimana lagi, ini demi keinginan untuk 
mengambangkan usaha saya agar untungnya lebih banyak lagi jika barang 
yang dijual juga banyak dan bermacam-macam, saya pinjam uang untuk 
tambahan modal, pendapatan saya alhamdulillah naik dari sebelumnya Rp 
35.000 sekarang menjadi Rp 50.000 perhari. tentu saja sebagian uang 
tersebut saya tabung untuk mengangsur tiap bulannya.” (wawancara pada 
tanggal 20 Desember 2011) 

Ibu Indarti juga merupakan salah satu penerima dana pinjaman yang bisa 

dikatakan berkembang usahanya. Usaha yang digeluti yaitu Perancangan ternyata 

sangat membantu perekonimian keluarga karena beliau sadar bahwa jika hanya 

mengandalkan pendapatan suami yang hanya sebagai petani maka tidak akan 

cukup untuk bertahan di era krisis seperti ini. Peningkatan pandapatan yang 

diperoleh ibuIndarti tertuang dalam wawancara sebagai berikut : 

     “ Uang yang saya pinjam saya gunakan untuk usaha perancangan seperti 
berjualan bahan pokok dan sayuran di rumah saya.selain itu saya juga 
menjual gorengan dan rujak di rumah. Ini sudah dua kalinya saya meminjam 
dana SPP sejak mulai di sosialisasikan dan alhamdulillah tiap kali pinjam 
usaha saya makin berkembang seperti mbak lihat saat ini. Tiap hari rata-rata 
saya bisa menyisihkan uang sebesar Rp 25.000”(wawancara pada tanggal 20 
Desember 2011) 

Berbeda dengan yang lainnya, ibu Munipah sebagai penerima manfaat dari 

kelompok Cendrawasih memilih beralih profesi yang awalanya sebagai buruh tani 

dan sekarang mamilih berjualan di dekat rumahnya. Dari pernyataanya, berjualan 

di dekat rumah ternyata membuat pendapatan beliau makin banyak dibanding 
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bekerja sebagai buruh tani. Pernyataannya sebagaimana wawancara di tempat 

berjualan dawet milik ibu Munipah: 

     “Ini ke dua kalinya saya pinjam uang dan mempergunakannya untuk modal 
jualan dawet di dekat sawah ini. Awalnya saya bekerja sebagai buruh tani, 
karena saya rasa pendapatannya tidak sebanding dengan rasa lelah. Oleh 
karena itu, saya berinisiatif untuk meminjam uang guna membuka usaha ini, 
tiap hari saya bisa mendapatkan Rp.30.000.-Rp.45.000 tergantung sepi dan 
ramainya pembeli.”(wawancara pada tanggal 20 desember 2011) 

Ibu Siti alfaidah memilih menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan 

toko yang telah ada guna memperoleh pendapatan yang semakin besar, seperti 

yang dituturkan beliau dalam wawancara sebagai berikut : 

      “Saya memanfaatkan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha toko saya. 
Dari dulu saya buka toko ini dan menjadi salah satu sumber penghidupan 
untuk keluarga. Saya mendapat pinjaman ini sudah ketiga kalinya. Tiap kali 
ada perekrutan peminjam saya selalu menaiikan jumlah pinjaman yang saya 
ajukan demi niat usaha agar pendapatan saya makin besar walaupun 
sekarang ini harga semua kebutuhan mahal, namun saya masih tetap bisa 
menyisihkan uang.”(wawancara pada tanggal 20 Desember 2011) 

Dari hasil wawancara dengan para pemanfaat dana bergulir di lapangan dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa PNPM SPP sangat membantu perkembangan usaha 

masyarakat penerima manfaat dan pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan 

pendapatan. Sesuai dengan harapan yang mereka impikan, Akhirnya masyarakat 

sedikit demi sedikit dapat memisahkan diri dari kemiskinan karena manfaat dana 

bergulir PNPM SPP untuk membuka usaha sesuai dengan ketrampilan yang 

mereka miliki saat ini. 
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3.  Faktor-faktor  Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program 

Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

  PNPM SPP merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya 

pengentasan kemiskinan khususnya di desa-desa. Dalam kegiatan implementasi 

program tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat. Hal 

tersebut terjadi karena kemajemukan individu-individu atau pihak-pihak yang 

terlibat dalam kegiatan implementasi tersebut dengan berbagai macam 

kepentingan yang berbeda. 

 Demikian pula halnya pada kegiatan implementasi PNPM SPP yang 

dilaksanakan di kecamatan udanawu Kabupaten Blitar ini, dalam pelaksanaannya 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor penghambat dan 

pendukung. 

a) Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM SPP 

Sebagai kecamatan yang telah melaksanakan tentunya ada beberapa faktor 

yang menjadi pendukung dan faktor ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

PNPM SPP. Dari hasil wawancara dengan responden dan data yang diperoleh dari 

dokumen pelaksanaan kegiatan PNPM SPP terutama pada dana bergulir, terdapat 

faktor yang mendukung PNPM SPP ini antara lain : 

1. Partisipasi aktor PNPM SPP 

  Salah satu faktor pendukung keberhasilan PNPM SPP di Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar yaitu tidak terlepas dari peran dan partisipasi para 

pelaku PNPM SPP itu sendiri, sebagai mana yang dikemukakan Bapak Suyanto, 
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S.Ag selaku Ketua UPK dalam wawancara di kantor PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Udanawu : 

     “SPP ini sukses dilaksanakan di kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ini 
karena kerja keras para pelaku PNPM SPP ini sendiri. Ini terlihat dari kerja 
keras UPK yang sangat bagus dan ketat, contohnya anggota UPK mau untuk 
datang ke desa-desa untuk mengambil uang angsuran apabila di hubungi, 
biasanya karna angsurannya besar maka tidak jarang ada kelompok yang 
takut membawa uang langsung ke kantor dengan alasan keamanan, untuk itu 
petugas UPK bersedia mengambil langsung ke rumah ketua kelompok untuk 
dibawa ke kecamatan, Demi kelancaran pelaksanaan PNPM SPP ini hal 
tersebut memang harus dilaksanakan dan UPK sangatlah berjasa dalam 
PNPM SPP disini.”(wawancara pada tanggal 22 Desember 2011) 

 

 Di tingkat pedesaan partisipasi para stakeholder juga sangatlah penting dan 

menjadi penentu PNPM SPP ini apakah lancar atau tidak dalam pelaksanaanyya. 

Hal ini tidak terlepas dari kerja keras Lurah, KPMD dalam menjalankan setiap 

tahap demi tahap proses PNPM SPP di kecamatan Udanawu. Dari hasil dokumen 

laporan akhir PNPM Mandiri perdesaan teridentifikasi bahwa partisipasi aktif dan 

keterlibatan masyarakat kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sangat antusias 

dalam melaksanakan tahap demi tahap menjadi faktor yang sangat penting dalam 

kegiatan PNPM SPP ini. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka kegiatan 

PNPM SPP ini tidak akan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai 

harapan.Tingkat partisipasi masyarakat dapat terlihat dari tingkat kehadiran dalam 

penggalian gagasan pada Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). 

2. Pinjaman tidak memerlukan jaminan 

  Masyarakat diuntungkan karena mendapatkan dana bergulir ini dalam 

program Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) pada khususnya untuk 

membantu permodalan bagi usaha masyarakat.  
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Dalam observasi yang dilakukan di lapangan Pada PNPM-MP SPP ini dana yang 

dipinjam tidak memerlukan jaminan seperti bank karena kelompok-kelompok 

yang mendapatkan pinjaman sebelumnya telah melalui proses verifikasi  untuk 

melihat layak atau tidaknya kelompok tersebut untuk mendapatkan dana 

pinjaman. Dalam kelompok itu sendiri, para anggota diharuskan merupakan 

orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain, hal ini dikarnakan tidak 

ada syarat jaminan dalam peminjaman dana tadi sehingga sistemnya adalah 

kepercayaan. Selain itu bunga yang dikenakan juga cukup rendah yaitu 1,5 % dari 

UPK untuk kelompok sedangkan dari kelompok untuk anggota peminjam sekitar 

2%, sisa dari dana dari bunga dipergunakan untuk biaya oprasional kelompok SPP 

masing-masing. 

  Dengan bunga yang rendah tersebut diharapkan akan lebih meringankan 

beban masyarakat sehingga tujuan dari PNPM MP ini dapat tercapai yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bunga rendah yang ditawarkan tersebut 

diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari bahaya rentenir. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Rodliyah sebagai 

salah satu anggota masyarakat yang menerima bantuan pinjaman modal SPP : 

     “Dengan SPP ini saya merasa sangat terbantu, karena bunganya rendah, 
syaratnya gampang, dan yang penting tidak perlu kasih jaminan itu lho 
mbak, gak seperti kalau pinjam di bank itu perlu ngasih jaminan, jadi 
pengembalian pun tidak terlalu sulit, pinjaman dari SPP ini bisa buat 
tambahan modal mbak, cukup membantu kita-kita ini lah mbak.”(wawancara 
pada tanggal 17 desember 2011) 

 
Diperkuat dengan pernyataan dari bendahara UPK ibu Elmi Mufaidah, SE pada 

wawancara yang menyatakan bahwa : 



87 
 

 

     “Sebenarnya SPP ini bertujuan membantu masyarakat miskin, terutama kaum 
perempuan, untuk menambah modal usaha mereka. Selain itu juga karena 
bunga yang ringan dan juga syarat peminjaman yang mudah, diharapkan 
masyarakat tidak terjerat pada renteniryang tentu saja akan memberatkan 
mereka sendiri.”(wawancara tanggal 17 Desember 2011) 

 
Dengan adanya pernyataan dari bendahara UPK dan juga dari masyarakat 

penerima dana bantuan, lebih menegaskan keuntungan yang dapat diperoleh dari 

SPP ini, mereka menyebutkan dengan meminjam dana SPP ini selain bunganya 

rendah perssyaratan dalam peminjaman juga sangat mudah. 

 
3.  Respon masyarakat terhadap keberadaan program PNPM SPP yang 

cukup baik. 

  Pada awal sosialisasi program SPP ini, tanggapan masyarakat cukup 

antusias dan menggembirakan, namun ada pula masyarakat yang beranggapan 

bahwa dana yang diberikan dalam SPP ini adalah pemberian dari pemerintah 

maka dari itu tidak perlu dikembalikan,  

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suyanto, S.Ag dalam wawancara yang 

dilakukan di kantor UPK : 

     “Memang pada awal berdirinya program SPP ini terdapat pro dan kontra. Di 
satu sisi warga yang pro beranggapan bahwa PNPM SPP ini merupakan 
dana bergulir yang sangat menunjang bagi masyarakat miskin yang berada 
di lingkungan kecamatan udanawu dan untuk menghindarkan para warga 
dari bank kredit,  sedangkan warga yang kontra beranggapan bahwa PNPM 
SPP ini hanya merupakan bagi-bagi uang saja untuk warga kecamatan 
udanawu (wawancara tanggal 27 desember 2011) 

 
 Persepsi ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dilihat dari keinginan 

mereka untuk turut memperoleh dana proyek, namun setelah ada penjelasan dan 

sosialisasi bahwa mekanisme pelaksanaan PNPM SPP tidak sama seperti 

program-program sebelumnya, bahwa masyarakat harus membentuk kelompok 
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dan menyusun proposal atau usulan kegiatan terlebih dahulu sebelum medapatkan 

kredit, mulai timbul ketakutan dan keengganan dari masyarakat untuk mau ikut 

terkibat dalam program ini. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Edy Sunarno, 

S.Sos selaku Ketua Pjok. 

     “Awalnya masyarakat enggan pada saat dihimbau untuk membentuk 
kelompok, karena mereka memiliki anggapan bahwa program ini terlalu 
rumit sedangkan dana yang dipinjamkan harus dikembalikan disertaiu 
bunganya, tetapi setelah mengetahui kalau program ini tidak serumit yang 
mereka bayangkan mereka mulai tergerak untuk membentuk kelompok dan 
mengajukan proposal”. (Wawancara  tanggal 27 desember 2011) 

 
Namun melalui penyuluhan dan juga klarifikasi secara terus menerus anggapan 

tersebut mulai hilang. Setelah beberapa bulan berjalan, seiring dengan 

keberhasilan beberapa kelompok memperoleh dana dari program PNPM SPP ini 

untuk menambah modal usaha, kesadaran masyarakat akan pentingnya proyek ini 

semakin besar. Hal ini terbukti dengan bertambahnya kelompok yang mengajukan 

dana pinjaman pada PNPM SPP ini untuk memperoleh dana pada penyaluran 

tahap-tahap berikutnya. 

b) Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM SPP 

1) Sumber daya manusia 

 Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam tercapainya tujuan organisasi. SDM yang berkulitas juga 

diharapkan mampu menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Apabila SDM yang ada kurang berkualitas maka akan 

menghambat tujuan dari organisasi tersebut. Untuk dapat mengatasi hal tersebut 
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perlu adanya sistem yang bisa merubah SDM menjadi lebih berkualitas. Dalam 

pelaksanaan PNPM SPP di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

 Berkaitan dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM SPP di 

Kecamatan Udanawu, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai  “apa saja yang 

menjadi penghambat pelaksanaan PNPM SPP di Kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar?” 

 Ibu Nurul Husniah selaku warga desa Tunjung RT.01 RW.01 dalam 

wawancara yang dilakukan mengungkapkan kepada peneliti. Ibu Nurul Husniah 

mengungkapkan: 

     “Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat dari adanya PNPM SPP 
ini adalah orang-orang yang melaksanakan PNPM SPP itu sendiri mbak, 
banyak orang-orang yang kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan 
PNPM SPP. Jadi orang-orang itu sendiri dapat menjadi penghambat 
kurang berhasilnya PNPM SPP di kecamatan Udanawu ini.”(wawancara 
pada tanggal 22 Desember 2011)  

Selain itu menurut ibu Atik Purwatiningsih,Amd selaku sekertaris UPK  juga 

menuturkan bahwa: 

“Penghambat pelaksanaan PNPM SPP di Kecamatan Udanawu Kabupaten 
Blitar adalah karena adanya kesibukan dari masing-masing pengurus seperti 
KPMD, TPK, TPU sehingga pelaksanaan PNPM SPP kurang maksimal. 
Dalam hal ini tidak semua anggota bekerja dengan baik, saya akui memang 
banya anggota yang memiliki kesibukan lain karena telah memiliki pekerjaan 
yang tetap, sehingga kalau waktu ada rapat masih ada juga yang tidak hadir 
karena alasan bekerja.”(wawancara pada tanggal 22 Desember 2011). 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat 

PNPM SPP ini adalah kesibukan dari para pengurus seperti KPMD, TPK, 

TPU Dalam hal ini tidak semua anggota memiliki loyalitas yang tinggi karena 

masih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Perlu adanya terobosan baru 
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dalam memecahkan masalah ini, disini para pengurus harus memiliki loyalitas 

yang tinggi agar program ini dapat berjalan dengan baik. 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para pengurus yang kurang 

aktif merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan Program SPP di 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dalam hal ini perlu adanya solusi dan 

perhatian dari pemerintah pusat mengenai faktor penghambat ini, agar 

pelaksanaan kedepannya dapar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. 

2) Penyaluran dana Tidak tepat sasaran 

 Hambatan lain yang ada dalam PNPM SPP di kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar tidak terlepas pula dari SDM seperti diatas yaitu masyarakat sebagai 

penerima manfaat PNPM SPP itu sendiri, sasaran dari PNPM SPP merupakan 

faktor internal yang sangat berpengaruh pada PNPM SPP itu sendiri, salah satu 

hambatan yang terlihat sebagaimana pernyataan dari ibu Latifah Hanim sebagai 

Ketua SPP di desa tunjung dalam wawancara di kediamannya. 

     “Hambatan dalam PNPM SPP ini adalah masyarakat kebanyakan 
memiskinkan dirinya sendiri dan mereka berlomba-lomba mendaftarkan diri 
agar dapat menerima dana pinjaman dari PNPM SPP ini. Inilah sulitnya 
sulitnya berhadapan langsung dengan masyarakat yang seperti ini sehingga 
kita sebagai penguruslah yang harus jeli memilih masyarakat yang benar-
benar membutuhkan bantuan.” (wawancara pada tanggal 28 desember 2011) 

 
 

3) Keterlambatan Pengembalian dana pinjaman 

  Selanjutnya pertanyaan tentang hambatan yang terjadi dalam PNPM SPP 

ditinjau dari aspek masyarakat dikemukakan oleh ibu Siti Mahmudah selaku 

Bendahara Kelompok Merpati dalam wawancara sebagai berikut : 
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     “Hambatannya terletak di faktor masyarakat, yaitu dalam hal pengembalian 
yang molor ataupun macet. Pengembalian yang molor ataupun macet ke 
UPK ini berdampak negatif kedepannya terhadap desa ini, bisa-bisa desa ini 
tidak mendapat bantuan untuk tahun mendatang. Jadi mau tidak mau 
pengurus harus tombok dulu.Jadi disini yang bekerja ekstra keras adalah 
kami sebagai pengurus.”(wawancara pada tanggal 28 desember 2011) 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya SDM sangat berpengaruh pada 

keberlangsungan kegiatan PNPM SPP ini. Masyarakat sebagai kelompok sasaran 

seringkali memiskinkan diri sendiri untuk dapat memperoleh bantuan. Selain itu 

tingkat pengembalian pinjaman yang macet dari penerima manfaat menjadi suatu 

kendala dalam pelaksanaan PNPM SPP. Namun karena kerja keras dan kerja sama 

dari seluruh pelaku PNPM SPP, kendala tersebut dapat diatasi dengan baik dan 

bukan merupakan kendala yang berarti karena masalalah dapat teridentifikasi 

dengan cepat dan segera dicarikan jalan keluarnya. 

 

D)  Analisis dan Interpretasi data 

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat. Di tinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri 

diluncurka oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 

2007 di kota palu, Sulawesi Tengah, program PNPM Mandiri ini merupakan 

pengembangan yang lebih luas dari program-program penanggulangan 

kemiskinan di era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi 

koordinasi dari puluhan program penanggulangan kemiskinan di departement  

yang ada pada saat itu, khususnya yang memiliki konsep pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendekatan oprasionalnya. 
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1. Mekanisme Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) 

di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar 

  Dari data yang telah diperoleh oleh peneliti tentang mekanisme Simpan 

Pinjam Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar serta sesuai dengan 

penjelasan dari buku panjuan pelaksanaan PNPM-MP, kegiatan simpan pinjam ini 

dilaksanakan melalui 4 tahapan. Tahapan tersebut antara lain perancanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan dan  pelestarian dan pengembangan kegiatan.  

a. Tahap Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan terdapat sosialisasi, penggalian gagasan, musyawarah 

khusus perempuan, penulisan ususlan dan juga verivikasi usulan, MAD prioritas 

usulan, MAD penetapan usulan. Tahapan-tahapan seperti ini telah dilaksanakan 

sejak program SPP ini ada yaitu pada tahun 2010, sehingga pada tahun 2012 ini 

masyarakat telah terbiasa atau telah memiliki pengalaman dalam menjalankan 

program SPP tersebut, disini tidak terlalu ditemui kesulitan lagi dalam 

melaksanakannya.  

  Tahapan-tahapan ini dilaksanakan oleh para pengurus yang ada di setiap 

desa ataupun kelurahan, disertai dengan memperhatikan masukan-masukan yang 

ada dari pengalaman SPP yang telah berjalan pada tahun lalu sehingga nantinya 

pengurus dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil. Untuk dapat 

memperoleh dana SPP ini kelompok-kelompok perempuan yang telah terbentuk 

harus mengajukan proposal atau penulisan usulan terlebih dahulu lalu kemudian 

dilakukan verifikasi kelayakan, untuk menentukan layak atau tidaknya kelompok 

tersebut memperoleh dana pinjaman.  
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 Tahapan sosialisasi sendiri memiliki tujuan untuk memperkenalkan program 

kegiatan kepada masyarakat, khususnya kepada kaum perempuan. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh ketua UPK, Bapak Suyanto, S.Ag pada penyajian data 

diatas, yaitu bahwa : 

  “Sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan tentang program SPP.............” 

 Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kaum perempuan nantinya mau 

terlibat atau berpartisipasi dalam dalam kegiatan Simpan Pinjam itu sendiri. 

Setelah tahap sosialisasi ini kemudian dilajutkan dengan penggalian gagasan 

untuk mencari ide-ide atau gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan 

yang ada yang diambil melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). 

 Dalam tahap verifikasi, akan dilakukan perankingan untuk kelompok-

kelompok yang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk memperoleh dana 

pinjamana dari program SPP ini. Seperti pernyataan ketua UPK, Bapak Suyanto, 

S.Ag diawal, bahwa : 

  “Kelompok-kelompok perempuan ini harus mengajukan proposal terlebih 
dahulu kepada UPK sesuai dengan format dan contoh yang telah ada, lalu akan 
dilakukan verivikasi ..................untuk mencari peringkat perguliran.................” 
 
  Hasil dari perinkingan yang telah dilakukan akan diumumkan dalam 

Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran, dan pada saat itu juga akan 

ditetapkan pula waktu dan tempat untuk menyalurkan dana SPP di setiap desa 

yang sudah diranking, dan diutamakan bagi kelompok yang mendapatkan rinking 

tertinggi. Perinkingan yang dilakukan dimaksudkan untuk menilai kelayakan dan 

kemampuan tiap-tiap kelompok perempuan dalam mengelola dana yang akan 

diberikan.  Jika dirasakan layak dan mampu dalam mengelola dana yang 
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diberikan, dimaksudkan untuk menghindari kemacetan pengembalian pinjaman 

nantinya. Disini kelancaran dalam pengembalian pinjaman sangatlah penting 

karena dana yang telah dikembalikan tersebut akan digunakan lagi untuk 

perguliran selanjutnya bagi kelompok-kelompok berikutnya yang belum 

mendapatkan bantuan dana SPP, sehingga dana SPP tersebut akan dirasakan 

secara merata oleh kelompok-kelompok perempuan yanga ada. 

  Pada Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) tingkat kehadiran kaum 

perempuan dalam musyawarah tersebut dirasakan sudah cukup baik. Para peserta 

yang hadir tidak segan-segan untuk memberikan gagasan-gagasan yang berkaitan 

dengan permasalahan sehari-hari dan sekaligus dicari bagaimana solusi terbaik 

bagi permasalahan tersebut. Dengan memberikan kesempatan bagi kaum 

perempuan untuk turut serta dalam program ini, menunjukkan bahwa kaum 

perempuan tidak dipandang sebelah mata melainkan mendapatkan tempat yang 

spesial dalam program ini. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

  Pada proses pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan sendiri, 

terdiri dari penyaluran dana, pengelolaan kegiatan di tingkat UPK, dan 

pengelolaan kegiatan di tingkat kelompok. Dana SPP yang telah disalurkan 

sebesar Rp.475.000.000   setelah dikurangi dana oprasional UPK sebesar 2 % dan 

oprasional desa sebesar 3%, dana tersebut disalurkan pada 12 desa yang ada pada 

kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Untuk pembagian dana pada tiap-tiap desa 

tidak sama tergantung pada berapa besar dana yang telah dijukan oleh tiap-tiap 
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desa, untuk dana yang diberikan pada tiap kelompok maksimal diberikan dana 

sebesar Rp 60.000.000,00 untuk tiap kelompok.  

  Pada perkembangan jumlah kelompok-kelompok perempuan semakin 

lama semakin bertambah banya yaitu yang awalnya hanya sekitar 45 kelompok 

pada tahun 2010 bertambah menjadi 71 kelompok pada tahun 2012, sehingga 

untuk dapat memperoleh dana bergulir tersebut harus melalui seleksi atau 

verifikasi untuk menilai kelayakannya. Demikian juga dana bergulir yang masuk 

dalam kas UPK juga mengalami kenaikan karena didukung dengan adanya bunga 

yang dikenakan, jumlah dana yang diajukan setiap kelompok tidak sama, hal 

tersebut tergantung pada jumlah anggota dan jumlah pinjaman yang diajukan oleh 

masing-masing kelompok, dimana masing-masing kelompok pinjaman yang 

diperbolehkan maksimal sebesar Rp 60.000.000, Dengan demikian kelompok 

perempuan yang memiliki anggota banyak maka jumlah pinjamannya juga akan 

lebih besar apabila dibandingkan dengan kelompok yang memiliki jumlah 

anggota sedikit. Berdasarkan data yang ada dalam berita acara Musyawarah Antar 

Desa Pendanaan dapat dilihat dari pinjaman kelompok Cendrawasih sebesar 

Rp.36.000.000,00 yang tidak sama dengan jumlah pinjaman pada kelompok 

Merpati dengan jumlan pinjaman sebesar Rp 30.000.000,00 

  Baik dari desa, UPK maupun Kelompok, penyaluran dana dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan pengembalian dana pun juga cukup baik dan lancar 

karena toleransi pengembalian dana pinjaman sangatlah fleksibel, sehingga tidak 

memberatkan bagi masyarakat peminjam dana. Hal ini terbukti dengan 

pengelolaan dana pada tingkat UPK maupun kelompok, dimana diperoleh data-
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data dari laporan bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bahwa pengembalian 

dana hingga desember 2011 ini dana yang telah dikembalikan presentasinya 

mencapai 98,41.%, dengan jumlah tunggakan sebesar  Rp 17.235.000 yaitu terjadi 

pada kelompok  Posyandu desa Sumbersari, penyebab terjadinya tunggakan itu 

sendiri adalah karena Pada saat uang yang akan diserahkan pada UPK dibawa 

menuju kantor UPK, di tengah jalan uang tersebut hilang dan akhirnya desa 

Sumbersari gagal untuk mengembalikan dana pinjaman yang seharusnya 

dikembalikan, sering pula ditemui pada kasus lain yaitu  kurang koordinasi antara 

para pengurus kelompok,seharusnya beberapa waktu sebelum jatuh tempo para 

peminjam harus mulai diingatkan, akan tetapi pada kelompok ini tidak seperti itu, 

sehingga para peminjam merasa belum siap dalam pengembalian saat itu, sering 

pula dijumpai anggota yang memerlukan uang secara mendadak dikarenakan 

kebutuhan yang mendesak pula, sering pula ditemui anggota yang memaksa untuk 

dapat diikutkan dalam realisasi pendanaan tanpa melalui proses daftar tunggu.  

 Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini dikelola dengan sistem tanggung 

renteng (STR). STR ini dipakai sebagai jaminan sosial yang tercipta berdasarkan 

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti kebersamaan, tolong-

menolong dan kepercayaan antara anggota masyarakat. Dengan adanya sitem ini 

diharapkan memaksimalkan pengembalian pinjaman dari masyarakat, Dengan 

adanya STR ini, kalau ada anggota yang tidak membayar kewajibannya maka 

seluruh anggota pada kelompok tersebut ikut menanggungnya 

  Pada beberapa kelompok, setelah dilakukan observasi ternyata masih 

belum berjalan dengan efektif, contoh kasus yang pernah terjadi di desa tunjung 
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tepatnya pada kelompok mawar ternyata masih ditemukan tunggakan sekitar Rp 

8.500.000, tunggakan yang terjadi ini dikarenakan usaha yang dilakukan ternyata 

mengalami kegagalan sehingga dana tersebut tidak dapat dikembalikan oleh orang 

yang meminjam, pada kondisi seperti ini seharusnya tanggung rentenglah yang 

dapat diandalkan untuk membantu pelunasan tunggakan pada UPK namun pada 

kenyataannya desalah yang akhirnya mengganti kekurangan uang tersebut, 

sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung renteng yang menjadi ciri khas dari 

PNPM-MP SPP ini ternyata belum berjalan dengan baik. 

 Pada program Simpan pinjam perempuan ini proses peminjaman dan syarat 

yang diperlakukan tidak sulit sehingga banyak yang tertarik untuk mau bergabung 

dalam program ini. Bunga yang dikenakan juga cukup rendah yaitu 1,5% dari 

UPK ke kelompok sedangkan dari kelompok kepada peminjam bunga yang 

dikenakan sekitar 2 %, dimana sisa dari bunga tersebut akan dipergunakan untuk 

mengelola kegiatan yang ada dalam kelompok. Jika dibandingkan denga rentenir 

maka jasa pinjaman yang dikenakan masih tergolong ringan. Dengan demikian, 

masyarakat juga akan lebih mudah dalam mendapatkan sekaligus mengembalikan 

dana pinjaman. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari PNPM ini sendiri yaitu 

untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai program penanggulangan 

kemiskinan, maupun tujuan dari SPP yaitu untuk mengembangkan potensi 

kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala 

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat 

kelembagaan kegiatan kaum perempusan. 
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c. Pengelolaan Kegiatan 

  Pada tahapan pengelolaan kegiatan ini berdasarkan pengamatan di 

lapangan telah berjalan dengan baik, pengelolaan di tingkat Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) maupun di tingkat kelompok, Pada tahapan Pengelolaan 

kegiatan, Untuk pengelolaan kegiatan di tingkat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

terdiri atas :  

‐ Pengajuan usulan kelompok, dalam hal pengajuan usulan rata-rata para 

kelompok yang ada sudah dapat membuat proposal pengajuan dengan baik, 

karna sudah 3 tahun PNPM-MP SPP ini berjalan jadi tidak ada kesulitan yang 

berarti. 

‐ evaluasi singkat usulan pinjaman oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), 

evaluasi yang dilakukan ini bertujuan melihat usulan dana yang diajukan, tapi 

usulan disini hanya dilakukan sepintas saja, evaluasi yang lebih detail biasanya 

dilakukan oleh tim verifikasi. 

‐ verifikasi oleh tim verifikasi, pada tahapan ini tim verifikasi melakukan 

tinjauan langsung ke tempat dimana kelompok yang mengajukan pinjaman 

bermukim, untuk mengetahui kondisi real di lapangan dan juga mengetahui 

kelayakan dana yang diajukan apakah sudah sesuai dengan data di lapangan. 

‐  keputusan pendanaan, pada tahap ini dilakukan setelah verifikasi dilakukan 

dan tim verivikasi menyatakan layak untuk di danai, ini berarti keputusan 

pendanaan akan diambil. 

‐ keputusan pendanaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan BKAD (Badan 

Kerjasama Antar Desa). 
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Sedangkan untuk pengelolaan tingkat kelompok meliputi : data-data peminjam, 

dokumen pendanaan, administrasi realisasi pengembalian dana ke UPK, 

administrasi penyaluran, administrasi pemanfaatan.  

d. Pelestarian dan pengembangan kegiatan 

  Proses pelestarian dan pengembangan kegiatan sejauh ini dapat 

dilaksanakan dengan baik, yakni dengan adanya kegiatan SPP yang produktif dan 

bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, 

adanya keberpihakan masyarakat miskin dan transparansi aliran dana, tercapainya 

penguatan kelembagaan baik aspek permodalan maupun kelompok, terbukti 

dengan peningkatan yang telah dicapai sejak periode pertama dimulainya Program 

Simpan Pinjam Perempuan ini. Sedangkan untuk pengembangan SPP menjadi 

lembaga yang profesional dan akuntabel serta berbadan hukum atau menjadi 

koperasi Simpan Pinjam diharapkan dapat tercapai dalam beberapa tahun 

kedepan. 

 

2. Dampak adanya PNPM Mandiri SPP pada kesejahteraan masyarakat 

Program pemberdayaan masyarakat kini menjadi orientasi dari semua 

aspek dan visi pembangunan di tingkat nasional maupun lokal. Pemberdayaan ini 

menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi 

musuh utama dari negara kita sejak negara kita merdeka. Perempuan dalam 

kerangka pemberdayaan masyarakat menjadi kelompok penerima manfaat yang 

harus diutamakan hak dan partisipasinya, perempuan bukan sekedar sebagai objek 

sasaran program penerima hibah bantuan atau menjadi kelompok yang dibina 
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dalam berbagai pelatihan bertajuk penguatan kapasitas organisasi dan kelompok 

perempuan.  

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pengentasan 

kemiskinan yang di dalamnya terdapat prinsip pemberdayaan kepada masyarakat, 

secara lebih rinci PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program 

pengentasan kemiskinan yang berupaya untuk lebih mensejahterakan 

masyarakatnya, di dalam PNPM Mandiri Perdesaan ini ada salah satu program 

yang dinamakan Simpan Pinjam Perempuan, dimana pada SPP ini sendiri juga 

memiliki tujuan yang serupa yaitu mengembangkan potensi kegiatan simpan 

pinjam pedeesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan 

kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum 

perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan 

lapangan kerja. 

 Implementasi suatu program pengentasan kemiskinan tidak hanya terlepas 

pada tindakan unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

program, namun juga harus berlanjut dengan jaringan kekuatan ekonomi sosial 

politik yang ada dalam masyarakat yang nantinya juga berpengaruh terhadap 

perilaku individu yang terlibat dalam program tersebut, sehingga pada akhirnya 

terdapat dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat. Intinya sebenarnya 

bahwa keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin menurut Suharto (2005 :65) 

dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural politis. 

Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu 
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‘kekuasaan di dalam’ (power within), ‘kekuasaan untuk’ (power to), ‘kekuasaan 

atas’ (power  over), dan ‘kekuasaan dengan’ (power with). 

Secara lebih nyata dampak ekonomi yang dirasakan setelah adanya PNPM 

Mandiri SPP di kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan Usaha 

  Perluasan kesempatan berusaha dan peluang untuk mengembangkan usaha 

dapat dilihat dari adanya dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan, hal ini 

berarti PNPM SPP sangat berdampak terhadap bidang ekonomi melalui pinjaman 

modal usaha sehingga para penerima manfaat mampu untuk meningkatkan 

kesejahteraannya dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Pada PNPM 

Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan tetap eksis dan mengalami 

perkembangan sejak dilaksanakan hingga berjalan selama satu tahun ini, program 

ini bermanfaat dalam peningkatan usaha pemanfaatnya serta dalam 

pengembangan assetnya. 

  Keberadaan pinjaman bergulir ini memiliki tujuan : 1. Meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya yaitu dengan adanya pinjaman modal maka akan 

berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan dan akan berpengaruh pula 

terhadap kesejahteraan anggotanya., 2. Meningkatkan kesejahteraan, memainkan 

peran sebagai lembaga keuangan dari, oleh dan untuk anggota dengan menumpuk 

dan menghimpun modal sebagai sumber pelayanan guna mendorong kegiatan 

usaha produktif dengan tingkat suku bunga pasar, 3. Membentuk sikap hemat dan 

bijaksana dalam penggunaan uang untuk pertumbuhan ekonomi rumah tangga 

yang terncana dan bertahap, 4. Mendorong dan meningkatkan kegiatan usaha 
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produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah 

tangga. 

 Untuk kegiatan dana bergulir perkembangan pelaporannya sampai dengan 

bulan desember 2011 adalah sebagai berikut : 

a. Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir di kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar sebesar 98,41% 

b. Asset produktif yang berada di kas, bank dan pinjaman masyarakat sebesar 

Rp 475.000.000 

c. Pendapatan oprasional sampai bulan Desember 2011 berjalan sebesar Rp 

152,156,116.5 dengan biaya oprasional UPK sebesar Rp  52,280,067.3 

jadi surplus sebesar Rp 99,876,049.1 

Sumber : laporan bulanan UPK 

Hingga tahun 2012, kegiatan dana bergulir di kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar masih berjalan aktif terbukti dengan total jumlah penerima manfaat sebesar 

1,068 orang. 

  Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan kegiatan 

usaha kegiatan dana bergulir di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ini adalah 

pertama, seleksi usaha dan juga analisa usaha yang harus dilakukan secara cermat, 

baik menyangkut jenis usaha maupun besarnya modal yang akan diberikan dari 

aspek kelayakan usaha serta usaha yang dilakukan seyogyanya dapat 

memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah masing-masing, dengan demikian 

diharapkan potensi yang ada di daerah masing-masing juga ikut maju dan dapat 

dioptimalkan semaksimal mungkin seiring dengan perkembangan usaha. Kedua, 
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bagaimana caranya agar para penerima dana bergulir ini memiliki kualitas dalam 

melaksanakan usaha, karena dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, kegiatan usaha yang dilakukan yaitu 

kegiatan usaha kecil seperti usaha perancangan, toko, warung hanya sedikit 

pemanfaat yang menggunakan keahlian yang dimiliki untuk melakukan kegiatan 

usahanya. Maka alangkah lebih baik apabila masyarakat penerima bantuan 

tersebut mendapatkan ilmu kewirausaan dan juga ketrampilan sehingga 

masyarakat akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. 

Berdasarkan tabel 6, tabel 7 dan tabel 8 Masyarakat yang mengakses 

pinjaman modal usaha dari PNPM-MP SPP Kecamatan Udanawu dalam 

pemanfaatannya belum sepenuhnya efektif dalam pemanfaatannya. Masih banyak 

warga miskin yang menggunakan dana pinjaman untuk keperluan yang bersifat 

konsumtif sehingga pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan menjadi tidak 

efektif bahkan salah sasaran. Dana pinjaman yang telah digulirkan pada anggota 

kelompok yang seharusnya digunakan untuk modal usaha pada kenyataannya 

masih ada yang digunakan untuk konsumtif yaitu sekitar 35 %,  seperti untuk 

membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar sekolah anak-anak. Namun 

sebagian penerima pinjaman telah menggunakan dana pinjaman tersebut 

sebagaimana mestinya yaitu untuk menambah modal usaha yaitu sekitar 65 %. 

Pada perjalanannya usaha yang dilakukan ada yang berkembang ada pula yang 

mandek, penyebabnya ada banyak hal, misalnya modal yang digunakan untuk 

sektor peternakan, meminjam modal untuk membeli benih ikan dan juga 
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makanannya, pada saat waktu pengembalian ikan tersebut dijual untuk membayar 

dan sisanya dapat dibelikan benih ikan kembali, kendalanya adalah apabila harga 

pakan (cacing) menjadi mahal seperti sekarang ini dan hasil panen kurang 

mencukupi untuk membayar dan harus menunggu hasil panen ikan selanjutnya. 

Untuk perdagangan, biasanya para peminjam menggunakan modal yang 

ada untuk memperbanyak macam dan ragam dari dagangannya selain itu dipilih 

juga kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Biasa 

para pedagang yang ada di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar menyukai jenis 

pinjaman yang bulanan, hal tersebut karena bagi pedagang hal tersebut akan 

sangat meringankan, mereka menyisihkan laba tiap harinya untuk mengangsur 

tiap bulannya. Untuk sektor perdagangan ini ada kalanya usaha mandek atau tidak 

berjalan hal tersebut dikarenakan para pedagang yang sifatnya masih pemula 

belum terlalu menguasai tentang kewirausahaan, sehingga dalam menentukan 

jenis usaha yang akan dilakukan masih bersifat coba-coba dan berakibat pada 

gagalnya usaha yang dirintis. Untuk sektor pertanian, dana yang dipinjam 

biasanya yang pengembaliannya 4 bulan lunas, hal tersebut sesuai dengan para 

petani yang menunggu hasil panen untuk dapat mengembalikan pinjaman. Namun 

kendala yang menghalangi pengebalian pinjaman adalah apabila panen 

mengalami kegagalan sehingga pengembalian yang seharusnya dapat berjalan 

lancar harus terhambat karena menunggu hasil panen yang selanjutnya untuk 

dapat mengembalikan modal tersebut. 

 Berdasarkan data yang diperoleh, usaha yang dapat berkembang 

presentasenya masih relatif kecil yaitu sekitar 25 %, hal ini terjadi karena masih 
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sangat kurangnya pengetahuan dari para peminjam tentang kewirausahaan, 

kalaupun ada yang berhasil dalam menjalankan usaha dengan memakai modal 

PNPM ini, orang tersebut biasanya sudah lama berkecimpung di bidangnya 

sehingga dana yang dipakai untuk menjalankan usaha dapat terpakai sebagaimana 

mestinya, sedangkan untuk yang usahanya kurang berkembang presentasenya 

sekitar 75 % biasanya orang tersebut masih baru dalam menggeluti bisnis yang di 

danai oleh modal PNPM SPP, sehingga kebanyakan bisnisnya mandek karena 

masih minim pengetahuan tentang kewirausahaa. 

Peran dari para pengurus kelompok benar-benar diperlukan, para pengurus 

harus sangat selektif dalam memilih anggota yang berhak mendapatkan dana, 

peran dari petugas kecamatan juga tidak kalah penting yaitu lebih banyak 

memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada para 

peminjam yang memutuskan untuk memulai usaha baru agar dana yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk SPP ini dapat benar-benar bermanfaat 

dan sekaligus dapat memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. 

b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

 Kemiskinan secara umum ditandai dengan kondisi dimana masyarakat berada 

dalam kondisi yang serba terbatas , baik dalam faktor produksi maupun dalam 

kesempatan untuk berusaha, pendidikan, fasilitas hidup sehingga aktifitas maupun 

usaha menjadi terbatas pula. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-

MP) di bidang Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Udanawu sebagai salah 
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satu program pengentasan kemiskinan ternyata cukup mampu untuk 

meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin yang merupakan 

kelompok sasaran atau target group. Pendapatan yang diperoleh dari bantuan 

modal dari PNPM-MP SPP meskipun cukup signifikan tetapi tidak mampu 

mengimbangi laju harga kebutuhan dasar masyarakat desa. 

  Kegiatan dana bergulir ini dihadapkan pada realita di lapangan dimana 

harus dapat menyelesaikan masalah yang ada di kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar. Tentu saja dengan pinjaman yang diberikan akan dapat maningkatkan 

pendapatan, meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru dan meningkatkan 

volume usaha peminjam, yang apa akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

peminjam. Semakin besar modal yang digunakan untuk usaha maka semakin 

besar pula pendapatan yang mungkin akan didapat karena keuntungan semakin 

besar. PNPM Mandiri Pedesaan melalui kegiatan dana bergulirnya yang melalui 

Program Simpan Pinjam Perempuan berupaya memberikan modal pinjaman usaha 

yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesempatan usaha 

anggota-anggotanya. 

  Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa penerima manfaat dana pinjaman bergulir 

teridentifikasi mengalami peningkatan pendapatan sejak memperoleh bantuan 

dana. Hal ini dikarenakan bertambahnya modal untuk kegiatan usaha sehingga 

keuntungan yang di dapat juga semakin besar yang pada akhirnya pendapatan 

yang diterima tiap bulan juga ikut naik. Namun dalam program ini jika dilihat dari 

pelaksanaannya, hanya segelintir saja yang bisa menikmati program ini, para 
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masyarakat dan juga ibu-ibu yang memperoleh dana pinjaman hanya sedikit saja 

yang dapat mengembangkan usahanya. Selain itu alokasi dana untuk kegiatan SPP 

juga dirasa kan masih kurang sedangkan masyarakat yang memerlukan masih 

banyak, karena kegiatan SPP inilah yang berhubungan langsung dengan para 

pengusaha kecil.  

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat PNPM Mandiri Pedesaan Simpan 

Pinjam Perempuan 

  PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di negara ini dengan cara memberikan 

kewenangan yang lebih kepada masyarakat untuk dapat aktif menetapkan, 

melaksanakan serta mengawasi dan melestarikan program. Kelancaran serta 

keberhasilan dari program ini menuntut dukungan sepenuhnya dari semua 

komponen yang ada. Tentu saja dalam program SPP ini tidak lepas dari faktor 

pendukung dan juga faktor penghambat. 

 

a. Faktor Pendukung Program Simpan Pinjam Perempuan 

1. Partisipasi aktor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan di Bidang Simpan Pinjam Perempuan 

  Kesuksesan pelaksanaan PNPM-MP SPP di Kecamatan Udanawu 

Kabupaten Blitar di dorong oleh faktor karena menggunakan pendekatan 

pemberdayaan dimana masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk turut serta dalam perencaan, pelaksanaan, serta pelestarian dan 
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pengembangan program SPP ini sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul 

partisipasi masyarakat. Akan tetapi tidak hanya masyarakat saja yang aktor yang  

berpartisipasi akan tetapi suksesnya Program SPP ini tidak terlepas dari kerjasama 

antara kelompok, pengurus PNPM seperti UPK, KPMD dan juga lurah dari setiap 

desa yang telah melaksanakan mekanisme sesuai dengan petunjuk oprasional 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Perempuan. Disini 

peran UPK sangat penting antara lain dalam proses sosialisasi program, sosiali ini 

memiliki peran yang sangat penting dalam suatu program. Bisa diambil 

kesimpulan bahwa sukses atau tidaknya suatu program ditentukan berdasarkan 

proses sosialisasi yang dilakukan. 

 

2. Pinjaman tidak memerlukan jaminan 

 Selain karna aktor-aktor yang ikut terlibat dalam Program Simpan Pinjam 

Perempuan, faktor pendukung yang juga tidak kalah mempengaruhi adalah tidak 

diperlukannya jaminan dalam melakukan pinjaman untuk kegiatan Simpan Pinjam 

Perempuan ini, berbeda dengan bank yang memerlukan jaminan dalam melakukan 

pinjaman, sehingga memudahkan para anggota kelompok dalam merealisasikan 

pinjaman yang mereka butuhkan, namun berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana 

yang ada, karena masih ditemukan pula para peminjam yang justru memiskinkan 

diri agar dapat memperoleh pinjaman dari PNPM-MP SPP ini. 
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3. Respon masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan di Bidang Simpa Pinjam Perempuan yang 

cukup baik. 

 Faktor pendukung lainnya adalah karena Respon dari para masyarakat terhadap 

keberadaan dari Program ini sendiri cukup baik, pada awal mula keberadaan 

Program Simpan Pinjam Perempuan ini hanya sedikit saja masyarakat yang 

tertarik hal tersebut sangat wajar karena sosialisasi tentang program PNPM MP 

SPP itu juga masih sangat minim, sosialisasi memiliki peran yang amat sangat 

penting sebagai tahap awal pengenalan suatu program kepada masyarakat,  namun 

seiring berjalannya program tersebut masyarakat justru sangat antusias dan 

tertarik terhadap program ini, banyak masyarakat yang antri untuk mendapat 

pinjaman dari program ini, dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan antusias 

masyarakat juga sangat tinggi terbukti dengan tingkat kehadiran masyarakat pada 

Musyawarah Khusus Perempuan ataupun pada Muyawarah Desa. 

  Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu program 

pembangunan memang sangat diperlukan, seperti pada PNPM-MP SPP ini 

masyarakat sendirilah yang akan merasakan berhasil atau tidaknya program 

tersebut berjalan, karena pada prinsipnya program ini berasal dari rakyat dan 

diperuntukkan bagi rakyat juga.  
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b. Faktor Penghambat Program Simpan Pinjam Perempuan 

1. Kesibukan dari para pengurus  

  Kesibukan dari para pengurus yang tidak dapat dihindari, sehingga tugas-

tugas yang seharusnya dijalankan menjadi kurang maksimal, seperti apabila ada 

rapat di kantor kecamatan, maka tidak semua pengurus dari masing-masing desa 

dapat hadir karena mereka telah memiliki pekerjaan yang tetap. Perlu adanya 

terobosan dari pemerintah daerah dalam mengatasi hal ini, agar dapat 

menumbuhkan rasa loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas masing-

masing agar tujuan dari PNPM SPP ini sendiri dapat terlaksana secara baik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, aktor-aktor yang biasanya kurang 

berperan aktif terletak pada tingkatan desa seperti KPMD (Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa), TPU (Tim Penulis Usulan), TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 

karena para aktor tersebut kebanyakan telah memiliki pekerjaan yang tetap diluar 

sebagai kader dari PNPM-MP SPP ini sedangkan untuk UPK (Unit Pengelola 

Kegiatan) telah dengan baik melaksanakan tugas, contohnya UPK sangat baik 

melakukan sosialisasi dengan jalan dilakukan secara bergiliran ke tiap desa 

selanjutnya dalam hal pengembalian dana apabila ada desa yang berkeinginan 

untuk mengembalikan dana namun takut membawa langsung ke kantor PNPM-

MP yang ada di kecamatan maka UPK dengan senang hati bersedia 

mengambilnya di rumah ketua kelompok ataupun di rumah ketua TPK. 

  Contoh lain yang membuktikan kinerja UPK sudah maksimal yaitu dalam 

penyelenggaraan MKP (Musyawarah Khusus Perempuan) ataupu Musdes 

(Musyawarah Desa) pada desa-desa yang berada di Kecamatan Udanawu dapat 



111 
 

 

dilakukan kapanpun, kalau tidak bisa dilakukan pagi hari dan hanya bisa 

dilakukan malam hari maka anggota UPK tetap bersedia untuk mendampingi dan 

memberikan pengarahan. 

2. Penyaluran dana tidak tepat sasaran 

 Dalam program PNPM MP SPP ini tentu saja banyak sekali masyarakat yang 

sangat berminat untuk memnjam dana  dari program ini, hal tersebut dikarenakan 

syarat yang harus diajukan tidak rumit (sangat mudah) selain itu bunga yang 

rendah yaitu 1,5% dari UPK untuk kelompok dan 2% dari kelompok pada anggota 

yang ingin meminjam dan tidak diperlukan jaminan dalam melakukan pinjaman 

merupakan hal lain yang mendorong para warga untuk berbondong-bondong 

mencari pinjaman, hal ini merupakan tantangan untuk para pengurus kelompok, 

dimana para pengurus dituntut untuk harus benar-benar jeli dalam menyeleksi 

para anggota yang akan masuk atau bergabung menjadi anggota kelompok, 

apakah orang tersebut benar-benar tergolong orang yang memerlukan dana atau 

hanya sekedar orang yang memiskinkan dirinya sendiri agar mendapatkan 

bantuan.  

 Para pengurus harus lebih jeli dan selektif dalam menerima anggota kelompok, 

dari hasil penelitian yang diperoleh masih ditemukan peminjam yang memakai 

KTP orang lain untuk memperoleh pinjaman, selain itu masih ditemukan pula 

peminjam yang memaksa kepada ketua kelompok agar diberi pinjaman padahal 

orang tersebut tidak tergolong masyarakat miskin. 
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3. Keterlambatan Pengembalian dana pinjaman 

  Seperti telah diketahui bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan di 

Kecamatan Udanawu baru dilaksanakan mulai tahun 2010, setelah sebelumnya 

pernah dilaksanakan pada program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) 

namun mengalami kegagalan dan kecamatan Udanawu mendapatkan black list 

karna kegagalan tersebut, Pelaksanaan PNPM-MP pada hakekatnya merupakan 

kegiatan yang bertujuan antara lain untuk mengangkat harkat dan martabat 

masyarakat desa terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan 

PNPM-MP sebenarnya merupakan hasil musyawarah atau keputusan bersama dan 

masyarakat desa yang menerima dana bantuan tersebut. 

 Berhasil-tidaknya masyarakat desa mengurus dan mengelola dana PNPM-MP 

tersebut juga ditentukan oleh kepatuhan dan kesadaran masyarakat desa dalam 

mempertanggungjawabkan dana bantuan sesuai dengan program atau usaha yang 

telah diputuskan bersama dalam musyawarah (tingkat desa maupun kecamatan), 

namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan juga pinjaman yang terlambat 

dalam pengembaliannya, hal tersebut sangat disayangkan, karena apabila terjadi 

keterlambatan dalam pengembalian maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

penilaian verifikasi yang akan datang, sehingga kemungkinan ringking atau 

peringkat dari desa yang bermasalah tersebut akan turun pada perguliran yang 

akan datang. 

  Pada masalah seperti ini biasanya pada tiap desa dapat diselesaikan dengan 

adanya sistem tanggung renteng yang ada pada program PNPM SPP ini. Dalam 
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penelitian yang dilakukan, ditemukan juga salah satu desa yang pada penyaluran 

dana Simpan Pinjam Perempuan, dibentuk juga suatu tim yang dinamakan tim 

penanggung jawab kegiatan dimana tim tersebut memiliki tugas untuk menalangi 

sementara waktu apabila ada salah satu anggota kelompok yang masih telat dalam 

pengembalian, dalam satu kelompok ada satu orang penanggung jawab.  Selain itu 

kasus yang terjadi adalah ada tiga orang anggota kelompok dari salah satu desa 

yaitu desa Tunjung yang belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah 

Rp.8.500.000, pada kenyataannya tanggung renteng yang seharusnya menjadi 

jaminan sosial untuk kasus tersebut tidak berjalan dan pihak UPK sendiri mencari 

jalan tengah dengan pemenggilan pemilik tunggakan dan dilakukan pemanggilan 

pada Sekdes tempat tinggal pemilik tunggakan guns dicari penyelesaiannya. pada 

saat peneliti menanyakan perihal tersebut kepada ketua UPK, apakah ada sanksi 

hukum terkait dengan hal tersebut, maka jawaban yang diperoleh adalah dari UPK 

sendiri apabila hal tersebut akan dibawa ke ranah hukum maka akan ada biaya 

tambahan lagi untuk hal tersebut, maka dari itu pihak UPK lebih bersifat 

menunggu dan menyelesaikannya lewat jalan musyawarah dan damai 

  Di desa sumbersari terjadi kasus yang sama yaitu pengembalian yang telat, 

uang yang belum di bayarkan sebanyak Rp 30.000.000, uang tersebut hilang saat 

akan dibayarkan ke kantor UPK, kasus ini sistem tanggung renteng juga tidak 

berjalan karena pada akhirnya desa setempatlah yang mengganti uang tersebut. 

Namun tidak semua kelompok gagal dalam menjalankan tanggung renteng, ada 

kelompok yang masih tetap kompak dalam menjalankan tanggung renteng 

tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Mekanisme kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

a. Tahap Perencanaan  

 Tahap perencanaan, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan kegiatan, 

pengelolaan kegiatan kemudian dilanjutkan pada tahap pelestarian dan 

pengambangan kegiatan. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman harus 

melalui kelompok, sehingga pengajuan pinjaman ke UPK bukan dalam bentuk 

orang perorangan akan tetapi perkelompok. Dasar yang dipakai dalam pinjaman 

ini adalah kepercayaan, jadi setiap anggota harus saling mengenal satu sama lain 

sehingga mereka mengetahui bagaimana setiap anggota dalam kelompok tersebut. 

Dengan adanya sistem kepercayaan ini nantinya akan mempermudah dalam 

proses verifikasi untuk mengetahui kemampuan dan kelayakan masing-masing 

anggota kelompok maupun kelayakan kelompk itu sendiri.  

 Sedangkan tahapan-tahapan pengajuan pinjaman oleh kelompok yaitu 

kelompok perempuan yang ingin mengajukan pinjaman harus mengajukan 

proposal terlebih dahulu yang kemudian akan dilakukan proses verifikasi terhadap 

kelayakan agar pemberian bantuan melalui kegiatan SPP ini benar-benar dapat 

tepat sasaran yaitu untuk kaum perempuan miskin yang memiliki usaha. Setelah 

itu akan dimusyawarahkan dalam MAD untuk mendapatkan ranking kelompok-

kelompok yang layak mendapatkan dana bantuan SPP.  
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 Dari hasil perinkingan tersebut secara otomatis rinking pertama mendapatkan 

pencairan dana terlebih dahulu, sedangkan kelompok-kelompok berikutnya harus 

menunggu perguliran dana sampai dengan ketersediaan dana di kas UPK 

mencukupi untuk digulirkan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

Pada proses pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan sendiri, terdiri 

dari penyaluran dana, pengelolaan kegiatan di tingkat UPK, dan pengelolaan 

kegiatan di tingkat kelompok. Baik dari desa, UPK maupun Kelompok, 

penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan baik, dan pengembalian dana pun 

juga cukup baik dan lancar karena toleransi pengembalian dana pinjaman 

sangatlah fleksibel, sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat peminjam dana. 

Pada PNPM SPP ini yang digunakan untuk jaminan yaitu sistem tanggung 

renteng, namun sistem ini belum sepenuhnya berjalan karena pada 

pelaksanaannya masih ditemukan banyak tunggakan. 

c. Pengelolaan kegiatan 

 Pada tahapan Pengelolaan kegiatan, pengelolaan kegiatan dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengelolaan kegiatan di tingkat UPK dan juga 

pengelolaan kegiatan di tingkat kelompok. Untuk pengelolaan kegiatan di tingkat 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri atas : Pengajuan usulan kelompok, 

evaluasi singkat usulan pinjaman oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), verifikasi 

oleh tim verifikasi, keputusan pendanaan, keputusan pendanaan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). 
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Sedangkan untuk pengelolaan tingkat kelompok meliputi : data-data peminjam, 

dokumen pendanaan, administrasi realisasi pengembalian dana ke UPK, 

administrasi penyaluran, administrasi pemanfaatan.  

d. Pelestarian dan Pengembangan kegiatan 

  Pelestarian dan pengembangan kegiatan sejauh ini dapat dilaksanakan 

dengan baik, yakni dengan adanya kegiatan SPP yang produktif dan bertambah 

jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, adanya 

keberpihakan masyarakat miskin dan transparansi aliran dana, tercapainya 

penguatan kelembagaan baik aspek permodalan maupun kelompok, terbukti 

dengan peningkatan yang telah dicapai sejak periode pertama dimulainya Program 

Simpan Pinjam Perempuan ini. 

 

2. Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

di Bidang Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten 

Blitar memiliki dampak bagi kesejahteraan para anggotanya. Hal ini 

dapat dilihat dari:  

a. Pengembangan usaha dimana asset produktif baik yang berada di kas, bank 

dan pinjaman masyarakat sebesar Rp 475.000.000 Ini sangat membantu 

penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan 

pinjaman serta untuk dapat memunculkan wirausahawan baru. Hingga 2012 ini 

program Simpan Pinjam Perempuan masih aktif menyalurkan dana perguliran 

untuk membantu kegiatan usaha para anggotanya. Akan tetapi masih ada pula 

para anggota kelompok yang kurang bisa mengembangkan usahanya karena 
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kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan. Untuk pelaksanaan PNPM-MP 

SPP di kecamatan Udanawu sendiri bisa dikatakan kurang berhasil karena 

apabila dipresentasekan dana yang dipakai sekitar 35 % masih digunakan untuk 

keperluan konsumtif, sedangkan sisanya 65 % sudah dipergunakan untuk 

keperluan produktif. Dari 65 % yang digunakan untuk produktif ini pun hanya 

sekitar 25 % saja yang dapat berkembang hal ini dikarenakan mereka sudah 

lama menekuni usaha tersebut jadi tidak terlalu sulit untuk 

mengembangkannya.  Sedangkan sisanya yaitu 75 % usahanya kurang 

berkembang karena minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan yang 

dimiliki. 

b. Adanya peningkatan pendapatan untuk para penerima manfaat sejak 

menjadi anggota kelompok yang dinaungi oleh program Simpan Pinjam 

perempuan ini. Hal ini dikarenakan bertambahnya modal bagi para peminjam 

yang berpengaruh berhadap peningkatan jumlah dan jenis barang yang dijual 

sehingga keuntungan yang diperoleh juga makin besar. Namun berdasarkan 

penelitian yang dilakukan masih ada pula para penerima bantuan dana namun 

dana yang diberikan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak 

berpengaruh terhadap pendapatannya. 
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3. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bidang Simpan 

Pinjam Perempuan. 

a. Faktor pendukung 

- Partisipasi aktor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan di Bidang Simpan Pinjam Perempuan 

- Pinjaman tidak memerlukan jaminan 

- Respon masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan di Bidang Simpa Pinjam Perempuan 

yang cukup baik. 

b. Faktor Penghambat 

- Sumber daya manusia 

- Penyaluran dana pinjaman yang tidak tepat sasaran 

- Keterlambatan Pengembalian dana pinjaman 

 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang sudah disajikan 

dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi 

untuk pelaksanaan PNPM MP di Bidang Simpan Pinjam Perempuan berikutnya. 

Setelah melihat dan mencermati pelaksanaan PNPM MP di bidang Simpan Pinjam 

Perempuan di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, maka saran dan 

rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan program tesebut adalah : 



119 
 

a. Efektifitas dari adanya PNPM-MP di bidang simpan pinjam khusus kaum 

wanita ini masih diragukan karna program tersebut kurang bisa merubah 

keadaan ekonomi para peminjamnya. 

b. Pendampingan atau peran dari fasilitator dan pihak-pihak yang terkait 

dengan PNPM MP SPP ini harus terus dilakukan secara intensif karena 

berdasarkan penelitian bahwa penerima manfaat dana bergulir ini 

memanfaatkan modal untuk usaha kecil-kecilan. Alangkah lebih baiknya 

apabila masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan 

kewirausahaan sehingga masyarakat berani membuka usaha dalam skala 

yang besar yang pada akhirnya mampu membuka lapangan pekerjaan. 

c. Terjadi kemacetan dalam angsuran pinjaman merupakan tanda kurang baik 

dalam pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan ini. Oleh karena 

itu kelompok maupun masyarakat perlu mengembangkan sistem dan 

peraturan serta sanksi yang lebih efektif bagi terjadinya penyelewengan 

atau penyalahgunaan dana dengan demikian masyarakat akan lebih aktif 

sebagai pengawas dan turut dalam bertanggung jawab atas tercapainya 

tujuan PNPM MP di bidang Simpan Pinjam Perempuan. 

d. Berusaha menumbuhkan komitmen para pelaku PNPM MP di bidang 

Simpan Pinjam Perempuan ini agar lebih meluangkan waktu dan 

menuangkan pemikiran yang bijaksana demi turut serta dalam 

menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di wilayahnya. 
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e. Hendaknya pengelola memperhatikan sasaran yang  berlatar belakang 

ekonomi yang rendah. 

f. Hendaknya msyarakat bekerja sama dengan masyarakat lain agar dapat 

mengembangkan usahanya. 
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